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KATA PENGANTAR 

 
 

 

Assalammualaikum Wr Wb, salam sejahtera bagi kita semua. 

 

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu 

Wata’ala serta atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis sebagai salah 

satu peserta Program Pendidikan Regular Angkatan (PPRA) LXIV telah 

berhasil menyelesaikan tugas dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik 

Indonesia sebuah Kertas Karya Ilmiah Perseorangan (Taskap) dengan judul:  

 

“STANDARISASI SISTEM DAN TEKNOLOGI PERESAPAN AIR GUNA 

MEWUJUDKAN EKONOMI HIJAU DI INDONESIA “. 

 

Penentuan Tutor dan judul Taskap ini didasarkan oleh Keputusan 

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia Nomor 122 

Tahun 2022 tanggal 6 Juni 2022 tentang Pengangkatan Tutor Taskap 

kepada para peserta PPRA LXIV untuk menulis Taskap dengan memilih 

judul yang telah ditentukan oleh Lemhannas RI. 

Pada kesempatan ini, perkenankanlah Penulis menyampaikan 

ucapan terima kasih kepada Bapak Gubernur Lemhannas RI yang telah 

memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti PPRA LXIV di 

Lemhannas RI tahun 2022. Ucapan yang sama juga disampaikan kepada 

Pembimbing / Tutor Taskap kami Mayjen TNI (Purn) Abdul Chasib dan Tim 

Penguji Taskap, Direktur Jenderal Cipta Karya PUPR RI, serta semua pihak 

yang telah membantu serta membimbing Taskap ini sampai terselesaikan 

sesuai waktu dan ketentuan yang dikeluarkan oleh Lemhannas RI. 

Penulis menyadari bahwa kualitas Taskap ini masih jauh dari 

kesempurnaan akademis, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati 

mohon adanya masukan guna penyempurnaan naskah ini. 
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Besar harapan saya agar Taskap ini dapat bermanfaat sebagai 

sumbangan pemikiran penulis kepada Lemhannas RI, termasuk bagi siapa 

saja yang membutuhkannya. 

Semoga Allah Subhanahu Wata’ala senantiasa memberikan berkah 

dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan 

pengabdian kepada Negara dan bangsa Indonesia yang kita cintai dan kita 

banggakan. 

Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum Warahmatullahi 

Wabarakatuh.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang 

Dunia termasuk juga Indonesia diprediksi akan mengalami krisis air 

bersih yang semakin parah dan masif di masa mendatang. Dampak 

perubahan iklim telah membawa bencana hidrometeorologi menjadi semakin 

sering singgah ke Indonesia. Hal tersebut terlihat dari terjadinya bencana 

banjir yang menerjang kawasan yang semakin luas dengan durasi yang 

semakin lama di musim penghujan. Sedang di musim kemarau, banyak 

tempat mengalami kekeringan, kebakaran hutan dan kelangkaan air. Menurut 

Lembaga World Resources Institute, salah satu penyebab munculnya krisis 

air dunia adalah perilaku masyarakat yang begitu mudah membuang-buang 

air hingga praktik pengelolaan air yang masih jauh dari kata efisien.  

Laporan PBB melalui Divisi Perkembangan Air Global dan diterbitkan 

di situs Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan 

Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNESCO) menyebutkan bahwa kebutuhan air 

bersih penduduk Bumi terus mengalami peningkatan sebesar 1 persen setiap 

tahun. Hal ini mendorong Perserikatan Bangsa-Bangsa justru mengusulkan 

pemanfaatan air tanah secara berkelanjutan untuk menangani krisis air 

global.1 

Pilihan penggunaan air tanah dinilai menjadi opsi yang relatif lebih 

aman dibandingkan dengan menggantungkan pemenuhan air masyarakat 

dari air permukaan dan tadah hujan yang dinilai rawan kontaminasi dan 

pencemaran. Air tanah yang menyimpan 99 persen cadangan air bersih bumi 

sudah semestinya dapat lebih dioptimalkan dengan dibarengi upaya 

konservasi air secara konsisten dan berkelanjutan. 

Selama ini, pemakaian air tanah telah menjadi praktik yang jamak 

dilakukan di negara-negara berkembang. Namun, pemakaian air tanah 

tersebut dinilai lebih banyak membawa masalah terhadap kelestarian 

lingkungan. Pengambilan secara berlebihan tanpa dibarengi dengan upaya 

                                                 
1 https://www.unesco.org/reports/wwdr/2022/en diakses pada tanggal 6 September 2022 pukul 
21.15 WIB 
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melakukan konservasi air mengakibatkan penurunan air tanah bahkan 

kekeringan. PBB mencatat, ada 50 persen masyarakat perkotaan, 22 persen 

rumah tangga, 69 persen pertanian dan peternakan, serta 9 persen industri 

global bergantung pada air tanah.2 

Permasalahan utama ialah tidak ada tata kelola penggunaan air tanah. 

Terjadi penyedotan besar-besaran sehingga sumber air tanah tidak bisa 

memperbarui cadangan air secepat pengambilannya. Ada pula pencemaran 

dari limbah rumah tangga, misalnya kebocoran tangki septik. Oleh sebab itu, 

penyedotan air tanah harus dilakukan dengan cara yang benar dan 

disesuaikan dengan kecepatan siklus air tanah. Penggunaan metode yang 

tepat akan membuat manusia tidak perlu bersaing dengan alam terkait 

pemenuhan kebutuhan air. Berbagai ekosistem alamiah, seperti hutan dan 

rawa, tetap bisa lestari karena kebutuhan air mereka tidak direbut manusia. 

Bumi mengalami krisis air bersih karena perubahan iklim 

mengakibatkan cuaca ekstrem yang tidak bisa ditebak. Bagi masyarakat 

yang mengandalkan air hujan, metode tersebut semakin menyulitkan karena 

sebelum datang musim hujan, wilayahnya dilanda kemarau panjang terlebih 

dahulu. Demikian pula dengan pencemaran sungai dan danau akibat limbah 

industri, rumah tangga, ataupun pakan tambak. 

Bagi Indonesia optimalisasi penggunaan air tanah menghadapi 

sejumlah tantangan. Selain belum adanya kesadaran dan upaya sistematis 

untuk meningkatkan upaya konservasi air dengan meningkatkan resapan air, 

di sejumlah perkotaan muncul kecenderungan dikotomi akses air tanah oleh 

industri, perusahaan, swasta dan pemukiman. Kondisi ini membuat akses air 

bersih untuk masyarakat umum khususnya mereka yang berasal dari 

kalangan kurang mampu menjadi terabaikan. 

Sebagai gambaran di wilayah DKI Jakarta, kebutuhan air bersih 

melalui pelayanan air perpipaan (PDAM) hanya mampu menjangkau 60 

persen masyarakat, dengan kualitas air yang tidak seragam. Sementara 

perusahaan, industri dan masyarakat yang belum terlayani oleh air perpipaan 

mengandalkan air tanah tanpa mengikuti regulasi yang berlaku. Tidak jarang 

                                                 
2 ibid 
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mereka membuat sumur pompa yang memiliki kedalaman belasan hingga 

ratusan meter. Ironisnya, bagi masyarakat marjinal yang tinggal di pinggiran 

dan bantaran sungai, mereka tidak memiliki akses air perpipaan maupun air 

tanah, kebutuhan airnya lebih banyak dipenuhi dengan memanfaatkan air 

permukaan yang cenderung tercermar dan terkontaminasi.3  

Situasi inilah mendorong PBB turut mengkampanyekan adanya 

regulasi yang mengatur pengelolaan dan pemanfaatan air. Penggunaan air 

tanah sudah seharusnya diatur agar bisa diakses pemanfaatannya seluas-

luasnya untuk kepentingan masyarakat, khususnya mereka yang masuk 

dalam kategori rentan. Pada saat yang sama pemerintah dituntut mendorong 

agar kesadaran akan pentingnya konservasi air menjadi beban dan tanggung 

jawab bersama, baik pemerintah, swasta/industri maupun masyarakat. Curah 

hujan yang tinggi di Indonesia sebagai negara tropis harus dimanfaatkan 

dengan baik sebagai bagian dari wujud konservasi air tanah. Air hujan yang 

turun harus dapat diupayakan agar bisa diserap maksimal oleh tanah 

sebelum sisanya dialirkan ke laut. Berbagai teknologi perasapan air perlu 

dioptimalkan sesuai dengan karakteristik tanah dan kondisi lingkungan.  

Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki sumber air 

terbesar kelima di dunia dan berpotensi menjadi sumber air bagi dunia di 

masa depan. Apabila saat ini muncul bencana kekeringan dan kebanjiran di 

sejumlah wilayah di Indonesia, hal tersebut lebih dikarenakan pada 

manajemen tata kelola air yang tidak baik. Curah hujan tropis yang tinggi 

belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai cadangan air bersih. Selama 

ini air hujan cenderung terlalu cepat dilimpaskan ke laut. Akibatnya, terjadi 

kelangkaan air di musim kemarau. Demikian halnya sebaliknya, karena 

semua air permukaan dibuang ke saluran drainase, ketika intensitas hujan 

tinggi, kapasitas sistem drainase tidak mampu menampung air sehingga 

mengakibatkan banjir. 

Oleh sebab itu, sistem drainase dan tata kelola peresapan air di 

sejumlah wilayah langganan kekeringan dan banjir di Indonesia memerlukan 

                                                 
3 https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2020/10/27/ketersediaan-air-bersih-
terancam-maksimalkan-penyerapan-curah-hujan diakses pada tanggal 6 September 2022 pukul 
21.15 WIB 
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evaluasi dan pembenahan untuk menyiasati bencana yang terus terjadi 

berulang. Selama ini pemerintah terlalu berfokus pada pengaturan air 

permukaan untuk mengendalikan banjir dan abai terhadap persoalan air 

tanah. Sedangkan dalam undang-undang Nomor 7 tahun 2004 pasal 11 ayat 

(2) disinggung keterpaduan air permukaan dan air tanah. Demikian pula pada 

Pasal 21 ayat (2) juga ditekankan pentingnya fungsi resapan air dan daerah 

tangkapan air yang hingga kini tidak dikelola dengan maksimal. 

Optimalisasi pemanfaatan teknologi dan sistem peresapan air pun 

mendesak dilakukan agar air hujan bisa dimanfaatkan lebih optimal untuk 

memperbaiki siklus air tanah guna mencegah kekeringan, sekaligus 

memitigasi bencana banjir. Saat ini Ditjen Cipta Karya Kementerian 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setidaknya memiliki 11 teknologi 

peresapan air yang telah banyak diimplementasikan di Indonesia. Namun 

baru dua di antaranya yang sudah memiliki sertifikasi standar nasional (SNI). 

Ketiadaan standarisasi pada teknologi peresapan air ditakutkan dapat 

membuat infrastruktur resapan air yang dibuat memiliki mutu dan fungsi yang 

tidak optimal.  

Sebenarnya Indonesia membutuhkan lebih dari sekedar standarisasi 

teknologi peresapan air. Negeri ini membutuhkan sistem peresapan air yang 

terstandarisasi namun bersifat inklusif. Dalam arti, dibutuhkan sebuah sistem 

peresapan air berbasis kewilayahan (perkotaan) yang terintegrasi dengan 

sistem drainase kota yang dapat dikembangkan sesuai dengan karakteristik 

dan kondisi lingkungannya. Sistem tersebut harus secara optimal mampu 

menjaga siklus air agar dapat mengembalikan ketersediaan air tanah, dan 

mampu mengukur dan memitigasi potensi genangan dan ancaman banjir. 

Persoalannya di Indonesia, implementasi sistem peresapan air selama 

ini belum direncanakan dan dikelola dengan sungguh-sungguh, bahkan 

cenderung terabaikan. Ketiadaan regulasi yang mengatur secara ketat, 

membuat upaya penataan sistem peresapan air dan drainase sangat 

tergantung pada kebijakan pemerintah daerah. Bagi daerah yang sedang 

dipimpin oleh kepala daerah yang menyadari pentingnya mengelola drainase 

kota dan sistem peresapan air tentu persoalan ini akan menjadi bagian tidak 

terpisahkan dalam pembangunan daerah. Sementara bagi kepala daerah 
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pada umumnya, program penataan drainase dan pentingnya membangun 

sistem peresapan air tidak akan pernah menjadi prioritas dalam politik 

anggaran pemerintah daerah. 

Kondisi di atas tentu membutuhkan pembenahan. Adanya standarisasi 

sistem peresapan air, dukungan regulasi dan implementasi pembangunan 

dan pengembangan sistem peresapan yang terstandarisasi dan 

berkelanjutkan diharapkan dapat menciptakan tata kelola air yang lebih baik. 

Kondisi ini akan mendukung komitmen pemerintah dalam mewujudkan 

ekonomi hijau. Sebuah upaya untuk meraih kemakmuran ekonomi dengan 

memberikan dampak sosial yang lebih baik dan mengurangi tekanan pada 

lingkungan dan modal alam. Ekonomi hijau akan menitikberatkan 

pembangunan pada upaya mengembangkan prinsip rendah karbon, efisiensi 

sumber daya dan pengembangan ekonomi yang inklusif. Salah satu indikator 

implementasi ekonomi hijau dapat diukur dari efisiensi sumber daya air 

melalui manajemen air dalam mengembangkan air perpipaan, peresapan air, 

water treatment dan pengendalian pompa air. Singkatnya, untuk mengatasi 

krisis air dan mewujudkan ekonomi hijau, Indonesia membutuhkan solusi 

sistem dan teknologi peresapan air yang terstandarisasi. Hal ini mendorong 

penulis untuk mengangkat tema taskap dengan judul “Standarisasi Sistem 

dan Teknologi Peresapan Air Guna Mewujudkan Ekonomi Hijau di 

Indonesia”.  

2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka rumusan masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah : “Bagaimana Standarisasi Sistem dan 

Teknologi Peresapan Air Guna Mewujudkan Ekonomi Hijau di 

Indonesia?” 

Merujuk pada rumusan masalah di atas, maka diangkat beberapa 

pertanyaan kajian pada tulisan ini: 

a. Apa peluang dan tantangan penerapan sistem dan teknologi 

peresapan air? 

b. Mengapa sistem dan teknologi peresapan air di Indonesia perlu 

distandarisasi melalui regulasi? 
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c. Bagaimana penerapan regulasi sistem dan teknologi peresapan air 

yang standar dapat mendorong pertumbuhan green economy? 

3. Maksud dan Tujuan 

a. Maksud. Penulisan Taskap ini dibuat dengan maksud dapat 

memberikan gambaran dan analisa mengenai sistem dan teknologi 

peresapan sumber daya air di Indonesia beserta dengan segala 

penerapannya dan juga kendala yang dihadapi, dan upaya 

mengoptimalkan pengelolaan sumber daya air dalam mewujudkan 

ekonomi hijau di Indonesia. 

b. Tujuan. Penulisan Taskap ini bertujuan untuk menyampaikan 

serangkaian gagasan dan konsep pemikiran sebagai bahan 

pertimbangan dan masukan bagi pengambil kebijakan yang 

berkepentingan mengenai pengelolaan sumber daya air agar dapat 

mewujudkan ekonomi hijau di Indonesia. 

4. Ruang Lingkup dan Sistematika 

Ruang lingkup dari penelitian ini dibatasi pada sistem, teknologi, dan 

regulasi peresapan air, sehingga dapat berkontribusi dalam pengolahan dan 

penyimpanan air bersih yang dapat menciptakan kualitas hidup yang lebih 

baik. Untuk kedepannya dapat mendukung masa transisi negara Indonesia 

menjadi negara green economy. Sesuai dengan ruang lingkup pembahasan, 

maka Taskap ini disusun menggunakan sistematika sebagai berikut: 

a. BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini menjabarkan latar belakang permasalahan yang terjadi. Lebih 

spesifik mengenai kelangkaan air dalam lingkup global maupun tanah 

air, rumusan masalah yang dijabarkan dalam pertanyaan kajian yang 

selanjutnya akan dijawab pada bab pembahasan.  Maksud dan tujuan 

penulisan taskap, batasan ruang lingkup, sistematika penulisan, 

metode dan pendekatan yang digunakan, hingga sejumlah penjelasan 

pengertian terkait istilah yang digunakan dalam penulisan Taskap ini. 

b. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini dibahas mengenai peraturan perundang-undangan, landasan 

teori, sejumlah data yang menggambarkan kondisi saat ini serta 
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lingkungan strategis yang akan menjadi tinjauan pustaka yang akan 

digunakan sebagai landasan dalam merumuskan pemecahan 

persoalan berkaitan dengan materi peresapan air, metode pengolahan 

dan penyimpanan air serta referensi negara mana saja yang telah 

menerapkan green economy dan Sponge City. Bab ini juga berperan 

sebagai kerangka teoritis agar pembahasan dapat lebih terfokus 

menuju sasaran.  

c. BAB III: PEMBAHASAN 

Pada bab ini diuraikan setiap persoalan yang ada berkaitan dengan 

standarisasi sistem dan teknologi peresapan air di Indonesia saat ini. 

Kemudian dengan menggunakan landasan teori yang ada, akan 

dianalisa dan dirumuskan sejumlah usulan kebijakan dan strategi yang 

dapat ditempuh dalam melakukan standarisasi pada sistem dan 

teknologi penyerapan air agar dapat mewujudkan ekonomi hijau di 

Indonesia.  

d. BAB IV: PENUTUP 

Bab ini akan diuraikan mengenai hasil kesimpulan dari analisa 

permasalahan dan sejumlah saran/rekomendasi yang coba diajukan 

sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil kebijakan untuk 

mendukung transisi negara menuju green economy. 

5. Metode dan Pendekatan 

a. Metode. Penulisan Taskap ini akan menggunakan metode deskriptif 

analitis. Proses pencarian, pengumpulan dan penelitian data selain 

menggunakan data primer yang didapatkan dari Ditjen Cipta Karya 

Kementerian PUPR, juga akan didukung dengan teknik studi 

kepustakaan baik online maupun offline yang menjelaskan temuan, ide 

atau pendapat, dan konsep atau teori yang berhubungan dengan 

permasalahan.  

b. Pendekatan. Adapun pendekatan yang dilakukan adalah 

komprehensif, integral dan holistik dengan memanfaatkan berbagai 

disiplin ilmu dengan perspektif ketahanan nasional.  
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6. Pengertian 

 Untuk memberikan persamaan persepsi maka perlu dijabarkan 

beberapa istilah yang digunakan dalam Kertas Karya Perorangan ini agar 

dapat dipahami oleh pembaca. 

a. Air Limbah, merupakan air yang berasal dari air bekas cucian rumah 

tangga, industri, ataupun tempat-tempat lainnya yang sengaja 

dibuang. Air limbah ini tidak dapat digunakan kembali dan harus diolah 

terlebih dahulu dengan sistem penyaringan. Air ini bila tidak diolah 

dengan baik akan membahayakan bagi kesehatan manusia.  

b. Air Permukaan (Surface Water), merupakan air yang berada di 

permukaan bumi. Air permukaan tidak meresap ke dalam tanah 

melainkan berkumpul dan terbuka di atas permukaan bumi. Air 

permukaan seperti yang kita lihat meliputi sungai, rawa, waduk. 

c. Air Tanah (Groundwater), yaitu air yang tersimpan secara dalam 

oleh tanah. Air tanah mengisi celah-celah dan ruang di tanah, pasir 

dan bebatuan. Air tanah disimpan dan bergerak perlahan melalui 

formasi geologi tanah, pasir, dan batu-batuan yang disebut akuifer. 

d. Efisiensi, adalah sebuah perbandingan dimana ketika kita melakukan 

usaha yang minimal namun dapat merasakan hasil yang signifikan. 

Efisiensi dalam Karya Tulis ini menjelaskan bahwa adanya sumber 

daya yang dapat dimanfaatkan dan tidak terbuang secara percuma.  

e. Ekonomi Hijau (Green Economy), adalah sebuah tujuan untuk 

meningkatkan kualitas hidup manusia. Dengan cara mengurangi 

polusi, mengurangi kerusakan lingkungan dan keanekaragaman 

hayati serta menghilangkan kesenjangan sosial di masyarakat. 

f. Kota Spons (Sponge City), mendeskripsikan sebuah perkotaan yang 

dipenuhi oleh tumbuhan, pohon, dan desain lainnya yang nantinya 

dapat menyerap air hujan dan mencegah banjir, sehingga dapat 

menciptakan sistem penyimpanan air dan dapat digunakan oleh 

masyarakat secara berkelanjutan.  

Teknologi peresapan air yang digunakan bisa beragam, tidak hanya 

terfokus pada pohon dan tanaman saja, namun juga desain teknoklogi 

peresapan air. Pada sistem ini, 70 persen areanya memiliki 
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kemampuan menyerap dan menyimpan 80 persen air hujan untuk 

dimanfaatkan kembali oleh penduduknya. 

g. Penurunan Muka Tanah (Land Subsidence), yaitu sebuah akibat 

yang terjadi karena air tanah yang seharusnya dapat menopang tanah 

namun dihisap secara berlebihan sehingga terjadinya perubahan level 

tanah ke angka yang lebih rendah. 

h. Peresapan Air, adalah proses perbuatan meresapkan. Dalam hal ini 

peresapan yang dimaksud adalah tempat untuk meresapkan air hujan 

ke dalam tanah agar dapat segera memaksimalkan cadangan air 

tanah dan mengatasi kelangkaan air.  

i. Permeabilitas, merupakan kemampuan tanah untuk melepaskan 

cairan pada sebuah media. Semakin tanah tersebut memiliki pori-pori, 

maka sifat permeabilitasnya dapat disebut tinggi. Artinya cairan yang 

masuk akan dengan mudah mengalir melewati pori-pori tanah. 

Sedangkan jika pori-pori tanah tertutupi baik dengan pasir ataupun 

tanah liat, maka sifat permeabilitasnya terbilang rendah. Tingkat 

permeabilitas suatu tanah dapat menurun tergantung seberapa 

banyak pasir atau tanah liat yang menutupi permukaannya.  

j. Sistem, merupakan sebuah perangkat yang saling bekaitan sehingga 

dapat berkesinambungan secara teratur dan membentuk sebuah 

totalitas4.  

k. Standarisasi, adalah penyesuaian bentuk dengan pedoman yang 

telah ditetapkan. Selain itu standarisasi merupakan penyesuaian 

ukuran, kualitas. Sehingga mencapai mutu yang diinginkan. 

l. Teknologi, merupakan fasilitas atau sarana yang digunakan untuk 

meningkatkan kualitas dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan 

teknologi tidak dapat dipisahkan dari penggunaan sumber daya baik 

dari alam maupun dari manusia.  

                                                 
4 https://kbbi.web.id/ diakses pada tanggal 6 September 2022 pukul 21.15 WIB 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

7. Umum 

Dunia diprediksi akan semakin sengit terlibat dalam perburuan air di 

masa depan. Menurut Uni Eropa, ada peluang 75-90 persen pecahnya 

perang karena memperebutkan sumber air di abad 22. Sementara pada 

tahun ini, setidaknya ada lebih dari empat miliar penduduk dunia yang sudah 

merasakan sulitnya mendapatkan air bersih, minimal dalam satu bulan. World 

Economic Forum menyatakan, krisis air bersih telah diidentifikasi sebagai 

salah satu risiko yang harus diwaspadai sejak tahun 2012.5 Berbagai konflik 

hingga perang bersenjata bisa terjadi dalam perebutan sumber air bersih. 

Bagi Indonesia, ancaman krisis air sekalipun baru dirasakan oleh sebagian 

kecil masyarakat, namun sudah semestinya menjadi perhatian khusus 

pemerintah agar upaya antisipasi terhadap dampaknya tidak terlambat 

dilakukan. Standarisasi sistem dan teknologi peresapan air menjadi satu 

kebijakan strategis yang harus disiapkan segera, bukan hanya sebagai 

langkah antisipasi krisis air, tapi juga guna memperkuat mitigasi bencana 

hidrometeorologi yang menjadi ancaman bencana aktual yang harus 

dihadapi negeri ini.  

Sebelum dapat menganalisa apa yang menjadi pokok persoalan 

terkait dengan standarisasi sistem dan teknologi peresapan air guna 

mewujudkan ekonomi hijau di Indonesia, terlebih dahulu perlu disajikan 

sejumlah peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum, 

faktor lingkungan strategis yang berpengaruh hingga beberapa teori yang 

akan menjadi landasan pemikiran dalam pemecahan persoalan. 

8. Peraturan Perundang-Undangan.  

Beberapa peraturan peraturan perundangan yang digunakan dalam 

analisis dan pembahasan antara lain :  

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

                                                 
5 https://www.kompas.id/baca/riset/2021/08/19/darurat-ancaman-krisis-air-dunia diakses pada 
tanggal 6 September 2022 pukul 21.03 WIB 
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Pada Pasal 33 ayat (3) disebutkan mengenai penguasaan negara 

terhadap air dan kewajiban negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah 

untuk mengatur dan mempergunakannya untuk kesejahteraan dan 

kemakmuran rakyat. Sementara pada Pasal 34 ayat (3) juga disingung 

terkait kewajiban negara untuk menyediakan fasilitas pelayanan umum 

yang layak bagi masyarakat, di mana penyediaan air bersih termasuk di 

dalamnya. 

b. Undang Undang No. 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air 

Dalam Pasal 5 dijelaskan adanya kewajiban negara untuk menjamin hak 

setiap warganya bisa mendapatkan air guna memenuhi kebutuhan 

hidupnya. Sementara pada pasal 20 disebutkan pula kewajiban untuk 

menyelenggarakan konservasi air sebagai upaya menjaga sumber daya 

air. Salah satu wujud konservasi air adalah dengan 

mengimplementasikan sistem dan teknologi peresapan air guna menjaga 

ketersediaan dan kelestarian air tanah. 

c. Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional.  

Aturan tersebut menjelaskan bahwa Kawasan Resapan Air merupakan 

kawasan yang memberikan perlindungan terhadap Kawasan 

bawahannya. Disebutkan pula dalam Pasal 55 ayat 1 bahwa kriteria 

kawasan resapan air merupakan kawasan yang memiliki kemampuan 

tinggi dalam meresapkan air hujan dan sebagai pengontrol tata air 

permukaan. 

d. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2022 tentang Rencana Tata 

Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara Tahun 2022-

2024.  

Dalam peraturan ini pasal 6 ayat 3 menjelaskan mengenai 

pengembangan kota spons (Sponge City) bertujuan mendukung 

terwujudnya kota Tangguh bencana yang adaptif dengan dampak 

perubahan iklim. Pada Pasal 7 juga disebutkan mengenai alokasi Ruang 

Kawasan Lindung termasuk ruang terbuka hijau (RTH) sedikitnya 65% 
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sehingga membutuhkan upaya melakukan penghijauan di wilayah 

tangkapan air.  

e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang Bangunan Hijau.  

Dalam regulasi ini dijelaskan bahwa bangunan hijau memiliki persyaratan 

efisiensi. Salah satunya adalah efisiensi penggunaan air. Air tersebut 

merupakan sumber air, pemakaian air, dan penggunaan peralatan saniter 

hemat air (water fixture). Persayaratan tersebut nantinya tertuang dalam 

laporan tahap perencanaan teknis yang menjadi tolok ukur awal kinerja 

bangunan Gedung hijau. Pendataan tersebut dimaksudkan untuk 

mengetahui peringkat sertifikat, kinerja penghematan energi, air maupun 

sumber daya lainnya. 

f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Sistem Drainase Perkotaan  

Dalam aturan ini seperti tertuang pada pasal 1 ayat 2, perencanaan 

sistem drainase merupakan upaya merencanakan, membangun, 

mengoperasikan, memelihara, memantau dan mengevaluasi sistem fisik 

dan nonfisik drainase perkotaan. Dalam ayat 10 dan 12 juga 

menyebutkan bahwa sumur resapan dan kolam retensi merupakan 

prasarana drainase yang memiliki fungsi meresapkan air hujan.  

 

9. Kerangka Teoritis 

a. Teori Regulasi/Hukum 

Kepastian hukum dapat didefinisikan pada pemberlakuan hukum yang 

tepat, jelas, konsisten dan konsekuen, di mana pelaksanaannya tidak 

dapat dipengaruhi oleh keadaan yang bersifat subjektif. Jan Michiel Otto 

(2003) memberikan perspektif bahwa kepastian hukum yang sebenarnya 

(realistic legal certainly), mensyaratkan adanya keharmonisan antara 

negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum. 

b. Konsep Standarisasi 

Standarisasi merupakan suatu usaha bersama dalam membentuk 

sebuah standar. Standarisasi yang memiliki kata dasar standar, memiliki 
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arti satuan ukur yang digunakan sebagai perbandingan kuantitas, 

kualitas, nilai dan hasil dari sebuah pekerjaan atau produk. Oleh sebab 

itu, pengertian standarisasi adalah proses pembentukan standar definisi, 

standar spesifikasi, standar teknis, standar cara uji, prosedur standar 

(atau praktik) dan lain-lain.6 Standarisasi pada suatu produk merupakan 

penetapan mutu yang akan menjadi pedoman terpenuhinya keselarasan 

kuantitas dalam menjamin kualitas produk. Salah satu bagian dari 

standarisasi yang berlaku di Indonesia adalah Standar Nasional 

Indonesia (SNI).7 

c. Teori Analisis SWOT 

Menurut Pearce dan Robinson (1997) SWOT merupakan akronim dari 

Strength (kekuatan) dan weakness (kelemahan) yang ada di internal 

organisasi serta opportunities (peluang) dan threat (ancaman) dari 

lingkungan yang dihadapi organisasi. Analisis SWOT merupakan salah 

satu metode sistematik yang digunakan mengidentifikasi faktor-faktor 

yang dimiliki organisasi atau sebuah kebijakan/strategi yang hendak 

diterapkan. Analisis ini digunakan untuk mendapatkan asumsi apakah 

strategi tersebut dapat efektif dibangun dengan memaksimalkan 

kekuatan dan peluang dan berupaya meminimalkan kelemahan dan 

ancaman.8  

d. Konsep Sponge City 

Sponge City merupakan evolusi dari model pengelolaan air 

perkotaan tradisional. Sponge City merupakan strategi baru dari 

manajemen pengelolaan sumber daya air perkotaan yang saat ini sedang 

diimplementasikan dan dipelajari di China. Sponge City merupakan salah 

satu strategi pengelolaan air perkotaan yang terintegrasi yang berakar 

pada hukum siklus alami air dan proses terkaitnya yang bertujuan untuk 

mengurangi genangan air perkotaan, mengendalikan pencemaran air 

perkotaan, dan memanfaatkan sumber daya air hujan, serta memulihkan 

                                                 
6 A. Adang Supriyadi, 2019, Airmanship, Jakarta: PT. Gramedia Puataka Utama  
7 Victorianus M.H. Randa Puang, 2015, Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan, Yogyakarta: CV. 
Budi Utama, 
8 Pearce Robinson, 1997, Manajemen Stratejik Formulasi, Implementasi dan Pengendalian, 
Jakarta Binarupa Aksara  
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degradasi ekologis air perkotaan9. Konsep Sponge City mensyaratkan 

705 areanya mampu menyerap 80% air hujan untuk dimanfaatkan oleh 

penduduknya. 

Tujuan dari Sponge City adalah untuk menyerap, menyimpan, 

mengolah air hujan dan menyediakan air yang tersimpan untuk publik 

saat dibutuhkan melalui aplikasi infrastruktur hijau, misalnya green roof, 

rain garden atau bio-detention10. Langkah-langkah ini membantu 

menyeimbangkan sistem sirkulasi air perkotaan dan menciptakan 

lingkungan hidup berkualitas tinggi bagi manusia dan satwa liar.  

Beberapa tujuan Sponge City adalah sebagai berikut : 

1) Bertujuan untuk mengendalikan bencana banjir perkotaan. Dalam 

hal perubahan iklim dan urbanisasi, terdapat resiko menghadapi 

bahaya banjir perkotaan yang ekstrem. Untuk mengatasi masalah 

ini, Sponge City telah mengembangkan infrastruktur alternatif, 

misalnya atap hijau, bioretensi dan permeabel trotoar untuk 

meningkatkan penyerapan air dan mengurangi limpasan air11. 

2) Tujuan Sponge City adalah untuk meningkatkan kualitas air di 

daerah perkotaan dengan sistem self-purification dan ecological 

waterfronts. 

3) Tujuan selanjutnya adalah mendaur ulang air hujan untuk pasokan 

air perkotaan. Di sini air hujan diubah menjadi sumber daya, 

dengan tujuan mengatasi kekurangan air di kota-kota, yang 

sangat penting selama masa kekeringan.  

 

Prinsip utama dalam Sponge City terdiri dari empat konsep, yaitu: 

pertama adalah membuat permukaan kota lebih baik untuk menyerap 

dan menyimpan air hujan untuk memasok air tanah dan mengurangi 

limpasan air hujan. Prinsip kedua adalah tentang pengelolaan ekologi air 

melalui sistem pemurnian air mandiri (self-purification) dan penyediaan 

                                                 
9 Wang, H., Mei, C., Liu, J., & Shao, W., 2018,  A new strategy for integrated urban water 
management in China: Sponge City. Science China Technological Sciences, 61(3), 317–329. 
10 Wu, Y., 2015, Sponge City Design: Concept, Technology & Case Study. Phoenix Science Press, 
Jiangsu. 
11 Jia, H., Wang, Z., Zhen, X., Clar, M., Yu, S.L., 2017, China's Sponge City construction: a 
discussion on technical approaches. Front. Environ. Sci. Eng. 11  
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desain waterfront yang ramah lingkungan. Prinsip yang ketiga berkaitan 

dengan penerapan infrastruktur hijau untuk memurnikan, menyimpan 

kembali, menyesuaikan dan menggunakan kembali air hujan, yang 

membantu kota-kota menghindari polusi air dan tanah. Dan prinsip 

keempat adalah menggunakan permeable pavement dalam 

pembangunan jalan perkotaan yang dapat membantu penyerapan air 

hujan. 

e. Konsep Green Economy 

United Nations Environment Programme (UNEP) memberikan 

Green economy pengertian sebagai low carbon, efisiensi penggunaan 

sumber daya dan inklusif secara sosial. Low carbon dimaksudkan pada 

meminimalisasi polusi, emisi efek rumah kaca, dan limbah. Efisiensi 

sumber daya alam mengacu pada cara sumber daya alam digunakan 

untuk memberikan nilai kepada masyarakat namun tetap memperhatikan 

konsumsinya agar digunakan tepat sesuai kebutuhan. Sedangkan inklusif 

sosial mengajak masyarakat agar dapat berkolaborasi dan bekerja sama 

untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik12.  

Konsep ekonomi hijau merupakan suatu proses transisi 

manajemen dari paradigma pembangunan pasar industri tradisional 

menuju paradigma pembangunan inklusif, berdasarkan keberlanjutan dan 

pemulihan keseimbangan ekologi13. Inti dari konsep ekonomi hijau adalah 

keyakinan bahwa pembangunan ekonomi secara struktural terkait dengan 

kebijakan yang melindungi sumber daya alam dan kualitas lingkungan 

alam14. Ekonomi hijau tidak dapat diarahkan hanya pada peningkatan 

PDB dengan bantuan stimulator hijau, melainkan harus memberikan 

kesempatan untuk melakukan perubahan struktural yang diperlukan; 

struktur sumber daya yang digunakan, cara produksi, tingkat dan struktur 

                                                 
12 https://www.unep.org/regions/asia-and-pacific/regional-initiatives/supporting-resource-
efficiency/green-economy diakses pada tanggal 28 Agustus 2022 pukul 20.15 WIB. 
13 Adamowicz, M. 2022, Green Deal, Green Growth and Green Economy as a Means of Support 
for Attaining the Sustainable Development Goals. Sustainability, 14(10), 5901. 
14 Barbier, E.B., 2013, The green economy post Rio 20. Science 2013, 33, 887–888. 
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konsumsi, pengurangan emisi dan kerugian, serta tindakan lainnya untuk 

mencegah degradasi lingkungan dan perubahan iklim15. 

 
10. Data dan Fakta 

a. Sistem dan Teknologi Peresapan Air Belum Maksimal 

Upaya untuk melakukan standarisasi sistem dan teknologi 

resapan air di Indonesia hingga kini masih jauh dari optimal. Dari kurang 

lebih 11 teknologi resapan air yang menjadi referensi Ditjen Cipta Karya, 

hanya sumur resapan dan parit resapan yang sudah menjalani 

standarisasi. Keduanya terdaftar dalam SNI 8456:2017 yang dikeluarkan 

pada tahun 2017. Ketentuan standarisasi ini sudah mengalami 

penyempurnaan. Sebelumnya standarisasi sumur resapan air diatur oleh 

SNI 03-2453-2002 pada tahun 2002. Selain sumur resapan dan parit 

resapan yang merupakan teknologi resapan yang relatif konvensional 

dan mudah diimplementasikan, belum ada upaya pemerintah untuk 

melakukan standarisasi teknologi peresapan air di Indonesia. 

Pada sisi lain, upaya untuk mengoptimalkan peresapan air, 

khususnya di wilayah perkotaan di Indonesia cenderung tidak maksimal. 

Pertumbuhan kota yang meningkat tiap tahun, menyebabkan adanya 

perubahan tata guna lahan, yang menyebabkan adanya peningkatan 

aliran permukaan langsung dan mengurangi kuantitas air yang masuk ke 

dalam tanah. Laju pembangunan perkotaan yang pesat tidak jarang 

menggerus ruang terbuka hijau hingga berada di bawah ketentuan yang 

berlaku. DKI Jakarta misalnya, ruang terbuka hijau hanya bersisa 10 

persen. Jauh di bawah ketentuan minimum yamng semestinya tidak 

boleh kurang dari 30 persen. 

Penerapan konsep drainase yang banyak digunakan di wilayah 

perkotaan di Indonesia justru kontraproduktif dengan upaya konservasi 

air tanah. Pembangunan yang masif membuat sebagian besar 

permukaan tanah tertutup oleh beton dan bangunan. Akibatnya sistem 

drainase perkotaan cenderung bertujuan mengalirkan air permukaan 

                                                 
15 Schmalensee, R., 2012, From green growth to sound policies: An overview. Energy Econ. 2012, 
34, S2–S6. 
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secepatnya ke sungai dan laut guna meminimalisir genangan air dan 

potensi banjir. Hal ini mengakibatkan debit air pada sungai melebihi 

kapasitasnya serta mengurangi kuantitas air yang masuk ke dalam 

tanah. 

b. Sponge City dan Tantangan Implementasinya di Indonesia  

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sejak awal 

direncanakan untuk mengusung prinsip dasar yang akan mengutamakan 

pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.16 Sponge City 

menjadi bagian upaya pemerintah dalam membuat kota cerdas pada 

fungsi tata kelola air dan mitigasi bencana hidrometeorologi, khususnya 

banjir. Pemerintah mengharapkan dengan mengimplementasi dan terus 

mengembangkan sistem Sponge City, banjir di IKN harus 100 persen 

bisa dimitigasi. Oleh sebab itu sejak awal dilakukan investasi guna 

menyiapkan infrastruktur untuk mengamankan air.17  

Meskipun pembangunan Sponge City dapat menjadi terobosan 

namun terdapat sejumlah tantangan dan kendala yang perlu diperhatikan 

jika sistem Sponge City akan diterapkan di berbagai daerah di Indonesia. 

Sejumlah tantangan dari sisi teknis, finansial, regulasi hingga kesadaran 

dan dukungan masyarakat dapat mempengaruhi pengembangan 

Sponge City, antara lain: 1) Kurangnya data kinerja (misalnya data 

hidrologi, tanah dan data iklim untuk penilaian kelayakan teknis sebelum 

pelaksanaan proyek); 2) Kurangnya model simulasi untuk 

pengembangan Sponge City; 3) Kurangnya lahan untuk mendesain 

lahan basah dan kolam karena urbanisasi dan industrialisasi; 4) 

Kurangnya tenaga ahli (arsitek, perencana kota, insinyur hidrolik dan 

lingkungan, ahli hidrogeologi, ahli agronomi, dan lain-lain) untuk 

membantu membangun Sponge City; 4) Kebutuhan dana yang besar, 

termasuk biaya pemeliharaan dan operasi yang tidak diketahui; 5) Data 

yang tidak mencukupi guna melakukan penilaian kelayakan ekonomi 

                                                 
16 https://economy.okezone.com/read/2022/04/14/470/2578992/ikn-nusantara-pakai-konsep-
sponge-city-seperti-apa diakses pada tanggal 3 September 2022 pukul 21.50 WIB 
17 https://www.kompas.com/properti/read/2022/03/02/170000721/mengupas-sponge-city-salah-
satu-konsep-pembangunan-ikn-nusantara?page=all diakses pada tanggal 3 September 2022 pukul 
21.50 WIB 
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siklus hidup Sponge City; 6) Tingginya nilai tanah untuk pembangunan 

Sponge City; 7) Perlawanan terhadap perubahan, keterlibatan 

masyarakat yang terbatas dan tidak adanya dukungan dari sektor publik-

swasta 

c. Penilaian dan Indikator Ekonomi Hijau 

Secara konvensional penilaian terhadap keadaan ekonomi dan 

pertumbuhan ekonomi biasanya dilakukan dengan menggunakan ukuran 

PDB. Dalam penilaian pembangunan ekonomi dan sosial, digunakan 

sejumlah indikator lain yang mencirikan aspek ekonomi, sosial, dan 

lingkungan pengelolaan. Dalam transisi menuju ekonomi hijau, 

karakteristik tambahan dari bidang lingkungan menjadi penting dalam 

penilaian keberhasilan transisi tersebut. Indikator juga diperlukan untuk 

menentukan tingkat transformasi ekonomi ke tujuan yang ditetapkan oleh 

kesepakatan ekonomi hijau. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan 

tujuan transformasi hijau dengan benar, menentukan tingkat dan jadwal 

pencapaiannya, merumuskan langkah-langkah dan indikator, serta 

mencari data yang tepat untuk melakukan evaluasi terhadap strategi dan 

kebijakan pembangunan yang diterapkan. 

Salah satu usulan sebelumnya adalah indikator yang diajukan oleh 

United Nations Environment Programme (UNEP). Tujuan dari organisasi 

ini adalah untuk menggunakan indikator ekonomi hijau sebagai penilaian 

kebijakan dan metode terpadu untuk membentuk proses pembangunan 

hijau pada skala nasional dan global. Untuk mengevaluasi perubahan 

dalam kebijakan pembangunan nasional, diusulkan untuk menekankan 

pada investasi dan penerapan teknologi bersih, penguatan jasa 

lingkungan, dan dukungan perlindungan lingkungan. Setiap program 

nasional harus mempertimbangkan keadaan politik, ekonomi, dan 

kelembagaan lokal yang spesifik. 

Rangkaian indikator lingkungan dan sosial yang diusulkan pada 

tahun 2012 tersebut sebagai pengukuran pada tiga aspek adalah sebagai 

berikut: 
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1) Indikator masalah dan tujuan lingkungan (perubahan iklim, 

pengelolaan ekosistem, efisiensi sumber daya, pengelolaan bahan 

kimia dan limbah); 

2) Indikator intervensi kebijakan (investasi hijau, reformasi fiskal hijau, 

penilaian eksternalitas dan jasa ekosistem, hijau pelatihan 

keterampilan); 

3) Indikator kualitas hidup dan kesetaraan sosial (pekerjaan, sektor 

produk dan jasa lingkungan, kesejahteraan, akses ke sumber 

daya, kesehatan)18. 

 

11.  Lingkungan Strategis 

a. Faktor Global  

Perubahan iklim menjadi isu global yang fundamental dalam 

hubungan internasional dan tatanan dunia. Kesepakatan Paris 

menuntut negara-negara yang berpartisipasi agar arah pembangunan 

nasionalnya memiliki komitmen pada penurunan karbon dioksida. 

Kenaikan air laut karena melelehnya gleser akan menjadi bencana 

menghilangkan pulau pulau dan bencana kehidupan lain.  

Salah satu dampak terbesar dari kondisi krisis air adalah potensi 

meningkatnya konflik perebutan sumber daya air. Penelitian di tahun 

2022 dengan menggunakan grid-cell data negara Afrika dan Amerika 

Tengah selama tahun 2002 hingga 2017 memberikan bukti empiris 

bahwa terdapat kemungkinan terjadi konflik lokal terhadap penurunan 

massa air. Hasilnya menyebutkan bahwa satu standar deviasi 

penurunan massa air yang disebabkan karena kekeringan dan siklus 

air ekstrim dapat menyebabkan tiga kali lipat kemungkinan terjadinya 

konflik sosial pada daerah tersebut19.  

b. Faktor Regional 

Singapura dianggap sebagai contoh sukses dari "kota spons", 

yang secara efektif menggabungkan air hujan ke dalam fungsi kota. 

                                                 
18 UNEP. 2012, Measuring Progress Towards An Inclusive Green Economy; UNEP Division of 
Communications and Public Information: Nairobi, Kenya. 
19 Water scarcity and social conflict (Journal of Environmental Economics and Management, 2022) 

https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-environmental-economics-and-management
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Drainase Singapura awalnya justru menjadi bahan pembelajaran bagi 

negeri Tiongkok dalam merancang dan mengembangkan kota spon di 

negaranya. Sejak tahun 1990 Singapura berupaya memaksimalkan air 

hujan untuk dijadikan sebagai air baku sebelum diolah untuk dijadikan 

air bersih bagi kebutuhan masyarakatnya. Caranya dengan 

mambangun terowongan raksasa sepanjang 48 kilometer 

berkedalaman 20-55 meter di bawah tanah. Terowongan tersebut 

dibangun di sepanjang jalan tol utama yang membawa air ke Changi 

Water Reclamation Plant untuk diolah menjadi air bersih. Air dialirkan 

dengan memanfaatkan hukum gravitasi dari tempat tinggi ke tempat 

yang lebih rendah sehingga untuk membuat air mengalir dalam 

terowongan tersebut tidak dibutuhkan satupun pompa. Sumur resapan 

raksasa yang menghabiskan dana Rp 30,5 triliun membuat Singapura 

memiliki simpanan air baku untuk digunakan warganya selama 100 

tahun. Guna menangkap air hujan, Singapura membangun trotoar 

permeabel dan taman lahan basah.20 

Berkaca pada kerja keras yang dilakukan Singapura dalam 

membangun tata kelola air dan keberhasilannya dalam memanfaatkan 

secara optimal air hujan, Indonesia terlihat jauh tertinggal. 

Dibandingkan dengan negara di Asia Tenggara lainnya, seperti 

Singapura, Malaysia, Filipina dan Vietnam, ketersediaan air bersih 

Indonesia masih jauh di bawah rata-rata. Indonesia baru mampu 

melayani 21,8 persen dari total populasi masyarakat dalam 

penyediaan air perpipaan.21 

c. Faktor Nasional 

1) Geografi 

Indonesia adalah pemasok 6 persen persediaan air dunia, 

atau sekitar 21 persen persediaan air pasifik22 Namun Indonesia 

                                                 
20 https://www.kompas.com/properti/read/2021/12/01/113000921/berbeda-dengan-jakarta-seperti-
ini-sumur-resapan-di-singapura?page=all diakses pada tanggal 3 September 2022 pukul 21.50 
WIB 
21 https://rri.co.id/jakarta/metropolitan/1003744/indonesia-peringkat-terendah-dalam-krisis-air-
bersih-di-asia-tenggara diakses pada tanggal 3 September 2022 pukul 21.50 WIB 
22 https://voi.id/berita/40168/krisis-air-bersihpenyebab-dampak-dan-peran-pemerintah-di-dalamnya 
diakses pada tanggal 3 September 2022 pukul 21.50 WIB 
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setiap tahunnya juga memiliki resiko krisis air yang tinggi di 

sejumlah daerah. Perbedaan iklim, cuaca dan geologi pada 

akhirnya berpengaruh pada perbedaan jenis tanah. Sekalipun 

layaknya wilayah lain di Indonesia yang memiliki dua musim, yaitu 

kemarau dan penghujan, namun arah angin yang berasal dari 

Australia tidak banyak mengadung uap air sehingga 

mengakibatkan musim kemarau cenderung lebih panjang di 

sebagian daerah. Provinsi NTT misalnya, musim hujan di wilayah 

ini umumnya terjadi pada bulan November hingga Maret. Sebagai 

dampaknya provinsi NTT selalu menjadi daerah yang mengalami 

krisis air bersih di setiap tahunnya. Sekalipun triliunan dana 

pembangunan baik dari pusat maupun daerah digunakan untuk 

mengatasi krisis air, namun hingga kini bencana tersebut belum 

sepenuhnya tertangani. 

Apa yang terjadi di Provinsi NTT menjadi gambaran 

bagaimana heterogennya kondisi lingkungan di Indonesia, di mana 

setiap wilayah bisa memiliki karakteristik tanah, geologi dan muka 

air tanah yang beragam. Hal ini berakibat teknologi resapan air 

yang baik diimplementasikan di satu daerah belum tentu sama 

baiknya ketika diimplementasi di daerah lain. 

2) Demografi 

Indonesia merupakan negara berpenduduk terbesar ke 4 di 

dunia. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Badan Pusat Statistik 

(BPS) jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan tahun 2022 

diperkirakan mencapai 275,77 juta jiwa. Angka ini meningkat 1,13 

persen dibandingkan periode yang sama tahun 2021.23 Besarnya 

jumlah penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya menjadi 

tantangan, yang akhirnya membuat Indonesia bisa berada pada 

resiko “krisis air”. Krisis air secara alamiah pada awalnya 

disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang diikuti dengan 

                                                 
23 https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/07/07/terus-meningkat-jumlah-penduduk-ri-
tembus-275-77-juta-hingga-pertengahan-2022 diakses pada tanggal 7 September 2022 pukul 
21.00 WIB. 
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konsumsi (air) yang bertambah secara eksponensial. Sementara 

itu, volume air di bumi sebagai sumber kehidupan masyarakat 

sebagaimana dijelaskan diatas, relatif tidak bertambah.  

3) Politik 

Setiap daerah khususnya wilayah perkotaan seharusnya 

memiliki satu sistem peresapan air yang terintegrasi dengan 

drainase perkotaan. Artinya sejak awal mekanisme konservasi air 

melalui upaya terstruktur untuk membangun peresapan air 

dilakukan bersama dengan penataaan drainase. Namun hingga 

kini, belum ada dukungan politik berupa regulasi yang secara tegas 

mengatur kewajiban dan sanksi pemerintah kota (daerah) untuk 

membangun sistem peresapan air yang terintegrasi dan dikelola 

secara terencana dan terintegrasi. Hal ini sebenarnya memiliki 

peran penting mengingat perkembangan penduduk perkotaan 

yang pesat akibat urbanisasi berpengaruh pada peningkatan 

kebutuhan air bersih bagi masyarakat perkotaan.  

4) Ekonomi 

Krisis air mempengaruhi perekonomian masyarakat dan 

pertumbuhan ekonomi daerah. Perekonomian Provinsi NTT 

misalnya, sulit untuk berkembang akibat kekeringan dan krisis air 

yang selalu terjadi berulang setiap tahunnya. Terlepas adanya 

faktor kondisi alam berupa batu karang yang bertanah 

menyebabkan air cepat meresap jauh ke bawah tanah, apa yang 

dialami NTT harus bisa menjadi pembelajaran agar wilayah lain 

dapat mengelola penggunaan air bersih lebih baik dan terencana 

sehingga krisis air di masa depan bisa dihindari.  

5) Sosial Budaya 

Masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat yang hingga 

kini belum mengalami pengalaman kelangkaan air bersih, masih 

menunjukan perilaku boros air. Kebiasaan lupa menutup keran air, 

menggosok gigi dengan air tetap menyala hingga menyiram 

tanaman tidak pada waktunya menjadi kebiasaan buruk yang 

masih banyak dilakukan masyarakat. Meski degradasi sumber 
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daya air terus terjadi di Indonesia, masyarakat cenderung abai 

dalam mengembangkan pola hidup hemat air. Kebiasaan 

masyarakat untuk membuang sampah ke sungai turut andil dalam 

proses degradasi sumber air di Indonesia. 

d. Peluang dan Kendala 

1) Peluang 

a) Dunia internasional semakin sadar terhadap ancaman krisis air 

dan berupaya menjalin kerja sama guna mengantisipasinya. 

b) Sebagian besar wilayah Indonesia memiliki sumber air bersih 

yang berlimpah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 

c) Masyarakat dapat diberdayakan untuk turut berperan 

melakukan konservasi air dengan membangun resapan air 

secara mandiri di pekaranan rumahnya 

2) Kendala 

a) Jumlah penduduk yang besar dan terus bertambah setiap 

tahunnya membawa konsekuensi meningkatnya kebutuhan air 

bersih, sementara jumlah air tidak bertambah. 

b) Kondisi Indonesia yang heterogen membutuhkan sistem dan 

teknologi peresapan air yang berbeda. 

c) Budaya masyarakat Indonesia yang boros dalam 

menggunakan air bersih, serta kebiasaan membuang sampah 

dan limbah ke sungai mengindikasikan masyarakat belum 

sadar akan pentingnya air bagi kehidupan.  

d) Lemahnya kebijakan politik terhadap upaya konservasi air 

membuat pemerintah belum memiliki regulasi yang mengatur 

kewajiban setiap daerah memiliki sistem tata kelola peresapan 

air. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

12. Umum 

Menurut data Badan Pusat Statistik, ketersediaan air per kapita di 

Indonesia terus mengalami penurunan dan diprediksi pada 2035 hanya 

tersisa 181.498 meter kubik per kapita per tahun. Angka tersebut telah 

berkurang jauh dari ketersediaan pada tahun 2010 yang mencapai 265.420 

meter kubik per kapita per tahun.24 Kepedulian masyarakat terhadap 

penghematan dan pengelolaan air pun terbilang masih kurang meskipun 

berbagai gerakan hemat air sudah dicanangkan. Hal itu tecermin dari 

rendahnya kepemilikan resapan air, pemanfaatan air bekas, ataupun 

penampungan air hujan sebagai sumber air rumah tangga. Perilaku 

menghargai dan menghemat air perlu terus ditumbuhkan agar terwujud 

upaya berkelanjutan untuk menyediakan air bersih yang lebih baik bagi masa 

depan. 

Peran dan dukungan kebijakan pemerintah terkait dengan upaya 

pengelolaan, pengendalian dan koservasi air di Indonesia sangat dibutuhkan 

sebagai pengejawantahan dari apa yang diamanatkan oleh konstitusi, 

khususnya pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “Bumi, air, dan kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-

besarnya untuk kemakmuran rakyat”. Hal ini bertentangan dengan kenyataan 

bahwa komersialisasi air telah dilakukan sejak lama hingga membuat akses 

air bersih pada masyarakat miskin dan terpinggirkan semakin sulit. 

Oleh sebab itu, diperlukan evaluasi dan perbaikan arah kebijakan 

pemerintah agar mengetahui keselarasan nilai yang didapat dengan tujuan 

yang dicita-citakan. Adanya gagasan green economy diharapkan dapat 

memperkecil jurang kesenjangan dan meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat. Aktivitas pembangunan terutama di kota-kota besar yang 

selama ini kerap mengesampingkan isu lingkungan hidup, abai terhadap 

daya dukung dan daya tampung lingkungan, perlu dikoreksi.  

                                                 
24 https://www.kompas.id/baca/metro/2021/12/02/ancaman-krisis-air-bersih-semakin-nyata diakses 
pada 4 September 2022 pukul 20.10 WIB 



25 

 

 
 

Salah satu upaya penting dalam mencegah terjadinya krisis air dan 

mengembangkan koservasi air adalah melalui optimalisasi sistem dan 

teknologi peresapan air. Dalam subab selanjutnya akan coba dipaparkan 

mengenai gambaran sistem dan teknologi peresapan air yang saat ini ada di 

Indonesia, kondisi dukungan regulasi terkait dengan standarisasi sistem dan 

teknologi peresapan air dan bagaimana upaya menimplementasikan 

penerapan regulasi sistem dan teknologi peresapan air guna mendukung 

green economy. Pembahasan akan kami mulai dengan menganalisa 

masalah-masalah kajian sebagai berikut.  

 

13. Peluang dan Tantangan Penerapan Sistem dan Teknologi Peresapan 

Air 

Menurut organisasi WWF Indonesia, pulau Jawa sebagai pulau 

dengan penduduk terbesar di Indonesia telah mengalami krisis air sejak 

2012. Sebanyak 82 persen dari 550 sungai di Indonesia telah mengalami 

pencemaran akut dan dalam kondisi kritis.25 Hasil penelitian dari World 

Resources Institute (WRI), tujuh tahun lalu bahkan telah memprediksi bahwa 

pada tahun 2040, cadangan air di Indonesia tidak akan mampu lagi 

mencukupi tingginya permintaan air bersih masyarakat. Menurut Badan 

Riset dan Inovasi Nasional, air tanah di kota-kota besar di Indonesia telah 

mengalami penurunan sejak 10 tahun lalu. Jakarta misalnya, menurut data 

dari Bappenas muka air tanahnya terus turun rata-rata mencapai 7,5 cm 

setiap tahunnya.26  

Fenomena urbanisasi dan pesatnya pembangunan perkotaan di 

Indonesia kerap menyebabkan munculnya fenomena urban sprawl yang 

berdampak buruk terhadap lingkungan yang dapat mengakibatkan 

kepadatan tinggi, kekumuhan, kemacetan, dan lainnya akibat pembangunan 

kawasan perkotaan yang tidak terkontrol hingga membawa dampak sosial 

dan lingkungan bagi kawasan tersebut. Konversi lahan besar-besaran pada 

                                                 
25 https://www.republika.co.id/berita/porsc1383/82-persen-sungai-di-indonesia-tercemar-dan-kritis 
diakses pada tanggal 8 Oktober 2022 pukul 20.00 WIB. 
26 https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4386755/kepala-bappenas-penurunan-muka-
tanah-jakarta-75-cmtahun diakses pada tanggal 8 Oktober 2022 pukul 20.00 WIB. 
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akhirnya mempengaruhi keseimbangan ekosistem lingkungan, termasuk di 

dalamnya terkait dengan siklus air. 

Kurangnya kapasitas untuk beradaptasi dapat meningkatkan risiko 

bencana terkait air kota karena kombinasi dari “ketidaksempurnaan” proses 

pembangunan perkotaan yang terjadi saat ini (Zevenbergen, 2010).27 

Penambahan dan perluasan pembangunan perkotaan ke dataran banjir dan 

dataran rendah mengakibatkan hilangnya kapasitas retensi air alami di 

daerah pinggiran kota. Pembangunan kembali dan pemadatan daerah 

terbangun melalui okupasi terhadap sisa ruang terbuka mengarah ke 

peningkatan kepadatan secara keseluruhan dan terjadinya penyegelan dan 

gangguan saluran drainase alami, hingga meningkatnya saling 

ketergantungan pada infrastruktur yang lebih terdiversifikasi dan 

pengurangan margin keselamatan karena pemeliharaan yang ditunda. 

Kondisi di atas menyebabkan wilayah perkotaan menjadi menjadi rentan 

mengalami krisis air bersih sekaligus peningkatan potensi genangan dan 

banjir akibat konsep drainasi yang sengaja didesain untuk secepat-cepatnya 

membuat air permukaan ke laut. 

Pembangunan perkotaan di Indonesia sering abai dengan pentingnya 

membangun peresapan air. Keberadaan ruang terbuka hijau memiliki peran 

yang sangat penting mengingat keberadaannya memiliki fungsi ekologis 

yang terdiri atas peran sebagai penyerap karbon yang ada di udara dan juga 

sebagai area resapan air. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang mengamanatkan perencanaan tata ruang wilayah kota 

mewajibkan 30 persen dari total luas wilayah kota harus menjadi ruang 

terbuka hijau. Namun, pada kenyataannya pesatnya pembangunan 

perkotaan kerap mengokupasi dan mengurangi ketersediaan ruang terbuka 

hijau. Luas RTH di Jakarta misalnya hanya menyisakan ruang terbuka hijau 

kurang dari 10 persen. Kota Yogyakarta hanya memiliki luas RTH 19 pesen. 

Demikian pula kota Surabaya di mana ketersediaan RTH hanya tersisa 21,99 

persen. 

                                                 
27 https://hmtpwk-ugm.medium.com/sponge-city-aafd6e2b8c8e diakses pada tanggal 9 Oktober 
2022 pukul 21.25 WIB. 
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Pentingnya membangun peresapan air khususnya di wilayah 

perkotaan menjadi penting mengingat penerapan peresapan air memberikan 

manfaat di antaranya: a) Menambah jumlah air yang masuk ke dalam tanah; 

b) Mereduksi dimensi jaringan drainase dapat sampai nol jika diperlukan; c) 

Mengurangi limpasan permukaan sehingga dapat mencegah banjir; d) 

Menjaga keseimbangan hidrologi air tanah sehingga dapat mencegah intrusi 

air laut; e) Mempertahankan tinggi muka air tanah; f) Menurunkan 

konsentrasi pencemaran air tanah; dan g) Mencegah terjadinya penurunan 

tanah. 

Sedikitnya ada 11 teknologi peresapan air yang selama ini banyak 

dipilih dan diterapkan di Indonesia. Penerapan teknologi peresapan air ini 

memiliki peluang dan tantangannya masing-masing. Berikut ini penjelasan 

dari setiap teknologi peresapan air: 

a. Sumur Resapan.  

Sumur resapan yaitu prasarana drainase yang berfungsi untuk 

meresapkan air hujan ke dalam tanah melalui lubang sumuran. Sumur 

resapan merupakan cara menyimpan air tanah yang digunakan sejak 

jaman dulu kala. Prinsipnya adalah memberikan tempat agar air hujan 

dapat meresap ke dalam tanah. Dengan membentuk sebuah sumur, 

artinya kita memperluas bidang penyerapan air menjadi lebih besar. 

Cara kerjanya ketika turun hujan maka tutup sumur segera dibuka 

untuk menampung air hujan sebanyak-banyaknya ke dalam tanah. 

Efektivitas sumur resapan bergantung pada luas permukaan resapan, 

laju permeabilitas tanah, tinggi muka air tanah.  

Kekurangan dari sumur resapan ini adalah tidak dapat diterapkan 

pada kondisi tanah yang bermacam-macam, hanya dapat pada 

tananh dengan permeabilitas lebih dari 2 cm/jam. Jika daya 

permeabilitas tanah rendah maka air hujan yang jatuh akan disimpan 

dalam waktu yang lama. Hal ini menimbulkan kemungkinan 

munculnya jentik-jentik nyamuk. Selain itu sumur resapan juga dapat 

menjadi tempat bersarangnya bakteri, zat organik, dan non organik. 

Permeabilitas sumur resapan ini seiring berjalannya waktu memiliki 

kemungkinan akan terus menurun karena banyaknya partikel halus 
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(tanah liat) yang menutup pori-pori tanah. Sumur resapan juga perlu 

memperhatikan muka air tanah sehingga sumur resapan tidak terisi 

oleh air yang bercampur tanah28. Sumur resapan hanya diterapkan 

pada lahan dengan kedalaman muka air tanah kurang dari 3 m pada 

musim hujan dan tidak bisa diterapkan pada lahan dengan kemiringan 

lebih dari 50%. 

b. Biopori.  

Teknologi lain yang jamak dipakai dan sempat coba dipopulerkan agar 

bisa menjadi satu gerakan nasional yang mengikutsertakan peran aktif 

masyarakat untuk turut aktif dalam upaya meningkatkan kapasitas 

resapan air di lingkungan tempat tinggalnya. Biopori terbagi menjadi 

dua yaitu biopori alam dan biopori buatan. Biopori alam terbentuk 

akibat adanya aktivitas oleh organisme hidup dalam tanah seperti 

cacing, rayap, dan pergerakan akar-akar tanaman. Aktivitas 

organisme hidup dalam tanah mengakibatkan terbentuknya lubang-

lubang kecil yang mampu dilalui oleh udara dan air. Sehingga, air akan 

lebih dahulu meresap ke dalam tanah akibat adanya biopori alami 

daripada memasuki saluran pembuangan air ketika turun hujan. Hasil 

dari resapan air hujan akan terkumpul menjadi air tanah. Biopori sudah 

banyak diterapkan di perumahan-perumahan warga dan terbukti 

memiliki dampak positif terhadap lingkungan. Biopori sendiri mudah 

untuk diterapkan masyarakat secara mandiri.  

Meskipun begitu biopori memiliki beberapa kekurangan. Dikarenakan 

luas permukaan yang kecil maka terkadang air yang masuk tidak 

dapat tertampung dengan baik sehingga tergenang di area sekitarnya. 

Biopori juga rentan terhadap jentik-jentik nyamuk karena luas 

permukaannya yang kecil dan posisinya yang cukup dekat dengan 

permukaan tanah. Keterbatasan biopori yang memiliki luas 

permukaan yang lebih kecil dibanding sumur resapan, membuat 

masyarakat yang memiliki lahan pekarangan yang luas harus 

                                                 
28 https://ipb.ac.id/news/index/2021/12/dr-hendrayanto-explains-the-effectiveness-of-infiltration-
wells-in-urban-areas/64da9a11e8874af16646802b5132b463 diakses pada 29 Agustus 2022 pukul 
20.10 WIB 
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membuat lubang biopori yang cukup banyak. Hal ini membutuhkan 

banyak waktu dan tenaga. Selain itu, Biopori dinilai tidak efektif jika 

masuk pada musim hujan yang memiliki debit air yang tinggi.  

c. Rorak 

Sistem rorak merupakan salah satu teknik KTA (Konservasi Tanah 

dan Air) sipil teknis, yang berfungsi sebagai perangkap sedimen dan 

menampung top soil yang hanyut terbawa aliran permukaan. Agar 

teknik ini lebih efektif, maka dapat dikombinasikan dengan teknik KTA 

(Konservasi Tanah & Air) yang lain seperti kombinasi dengan cara 

vegetatif. Teknik peresapan air ini dinilai efektif dalam mngontrol 

kadar air dalam tanah. Sistem ini juga dinilai dapat mengurangi resiko 

erosi hingga 94%. Rorak memiliki beberapa kekurangan yaitu 

memerlukan lahan yang cukup besar antara 10-20% dengan 

kedalaman 30 cm. Selain itu memerlukan tanah permeable yang 

ditanami oleh rumput dan tanaman dengan infiltrasi 5-30 cm per jam.  

d. Kolam Retensi.  

Kolam Retensi adalah Prasarana Drainase yang berfungsi untuk 

menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah. Sama 

seperti Rorak, kolam retensi membutuhkan lahan yang besar yaitu 

luas area 1 m2 hingga 1ha dengan luas kontribusi minimal 5 ha dan 

kedalaman kurang dari 2,5m. Kolam retensi memerlukan tanah 

permeable dan 25% area ditanami tumbuhan. Selain itu, kondisi muka 

air tanah minimal 1 m dari permukaan tanah. Kolam retensi memiliki 

kala ulang banjir dengan perkiraan maksimal banjir, 2,5,10 atau 100 

tahun 

e. Green Roof / Green Facade 

Green roof merupakan ruang terbuka hijau yang dibuat dengan 

menambahkan lapisan tanaman di atas sistem atap. Green roof terdiri 

atas lima komponen utama, yaitu: a) Media tumbuh rekayasa (bukan 

tanah); b) Filter berupa kain, tempat akar, media tumbuh, 

memungkinkan untuk penetrasi air; c) Lapisan drainase khusus, 

penampungan air yang dibuat khusus; d) Lapisan membran anti air; 
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dan 5) Struktur atap, dengan insulator. Green Roof juga sangat 

bergantung pada jenis vegetasi yang digunakan. 

f. Ruang Terbuka Hijau Perkotaan 

Ruang Terbuka Hijau Perkotaan merupakan bagian dari ruang terbuka 

suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna 

mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya ekonomi dan estetika. 

Pada skala regional membutuhkan lebar lahan minimal 500 m, pada 

skala Sub-regional membutuhkan lebar lahan minimal yaitu 300 m dan 

pada skala lokal membutuhkan lebar lahan maksimal 50 m. Ruang 

terbuka hujau memiliki kala ulang 100 tahunan. Namun banyak 

pendapat menyatakan bahwa ruang terbuka hijau hanya bersifat 

menahan tanah agar tidak longsor dan tidak terlalu berpengaruh akan 

penyerapan air. Penelitian menunjukkan infiltrasi merupakan faktor 

penting yang menentukan ada atau tidaknya air tanah. Lahan yang 

ditanami oleh pepohonan memiliki laju infiltrasi 1260 mm/jam-1 lebih 

tinggi jika dibandingkan dengan lahan semak-semak tanpa pohon. 

Laju infiltrasi sebesar 580 mm/jam-1 29 

 

g. Permeable Pavements (Porous Concerte) 

Permeable pavement merupakan gabungan paving block dengan 

beton porous (paving block komposit), dimana beton porous 

diletakkan pada bagian tengah paving block. Beton porous merupakan 

beton khusus yang memiliki sifat permeabilitas yang tinggi, bobotnya 

yang ringan dan tidak/sedikit menggunakan butiran halus. Paving 

block berperan sebagai pengekang beton porous sehingga apabila 

diberi tekanan pada permukaannya beton porous tetap dapat 

mempertahankan kekuatannya hingga paving block dan beton porous 

mengalami kegagalan secara bersamaan. Teknologi ini sangat 

bergantung pada pemilihan dan komposisi jenis campuran pada 

concrete/semen yang akan mempengaruhi kuat tekan dan daya 

resapan air. 

                                                 
29 http://berkalahayati.org/files/journals/1/articles/229/submission/229-694-1-SM.pdf diakses pada 
31 Agustus 2022 pukul 20.10 WIB 
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h. Kolam Detensi (On-Site Storm Water Detention-OSD) 

Kolam detensi adalah prasarana drainase yang berfungsi untuk 

menampung sementara air hujan di suatu wilayah. Secara teknis 

dibatasi dengan perbandingan antara lebar dan panjang harus lebih 

dari 1:3, lebar minimal 6 m dan memiliki kedalaman tidak lebih dari 60 

cm. Tanah permeable dan ditanami rumput atau tumbuhan dan 

sebaiknya dikombinasikan dengan lapisan tanah impermeable. Kolam 

Detensi bisa diimplementasikan pada tanah dengan muka air tanah 

minimal 30cm.  

i. Rawa Buatan (Wetland) 

Constructed Wetland (Rawa Buatan) adalah salah satu komponen 

sistem eko-drainase yang merupakan bangunan/unit penanganan air 

hujan yang mencegah, membawa dan mengumpulkan bahan 

pencemar (polutan), mendukung proses penjernihan polutan melalui 

proses fisik, kimia dan biologi, serta menahan limpasan air hujan untuk 

mencegah banjir dan meningkatkan kualitas air hujan di satu tempat. 

Rawa buatan memerlukan lahan yang luas. 

j. Sub-Reservoir Air Hujan (s-RAH) 

Sub-Reservoir Air Hujan (s-RAH) adalah kombinasi antara 

tampungan, resapan dan pemanfaatan air hujan dari talang atap 

rumah atau bangunan. Sistem inlet subreservoir dilengkapi dengan 

penangkap lumpur atau kotoran dan filter kasar. Efluen subreservoir 

dimasukan ke dalam tangki eksplorasi untuk pemanfaatan air hujan. 

Efluen tangki eksplorasi dimasukan ke dalam sumur resapan air hujan 

untuk meresapkan kelebihan air ke dalam tanah. Dengan cara ini 

maka air hujan dari atap rumah atau bangunan dapat tertahan hingga 

mencapai 100 persen. Kapasitas reservoir yang tidak sesuai dengan 

intensitas hujan yang dapat menimbulkan overflow. Pada area 

perkotaan, umumnya kapasitas rencana adalah 1.5-3 kiloliter dan 

untuk satu rumah 2.000 liter. 

k. Parit Resapan 

Parit resapan adalah prasarana yang digunakan untuk menampung 

dan meresapkan air hujan ke arah memanjang melalui parit atau 



32 

 

 
 

selokan. Parit resapan merupakan salah satu penanggulangan banjir 

dengan cara penampungan air hujan dan dapat dibangun dengan 

kondisi muka air tanahnya berkisar antara 2,0 m - 5,50 m dibawah 

permukaan tanah. Luas kontribusi dari parit resapan maksimal 5 ha 

dan dibangun dengan jarak 5 m dari pondasi bangunan lebar minimal 

0.6-1.2 m dan panjang minimal 1.2-2.4 m. Teknologi ini mensyaratkan 

permeabilitas tanah minimal 1,27 cm per jam dengan minimal muka 

air tanah 1,5 m dan curah hujan 20 mm per jam. 

 

Secara umum saat ini penerapan teknologi peresapan air masih belum 

sepenuhnya optimal. Ini terjadi karena pertumbuhan kota yang meningkat 

tiap tahun, menyebabkan adanya perubahan tata guna lahan, yang 

menyebabkan adanya peningkatan aliran permukaan langsung dan 

mengurangi kuantitas air yang masuk ke dalam tanah. Sementara itu 

penerapan konsep drainase yang banyak digunakan di wilayah perkotaan 

yaitu sistem pengaturan kawasan, dimana prinsipnya adalah membuang air 

genangan (air hujan) secepat-cepatnya ke sungai. Hal ini mengakibatkan 

debit air pada sungai melebihi kapasitasnya serta mengurangi kuantitas air 

yang masuk ke dalam tanah.  

Kriteria teknis dalam pembangunan/pembuatan teknologi peresapan 

air berbeda-beda sehingga dibutuhkan pemilihan teknologi peresapan air 

yang tepat sesuai dengan karakteristik tanah dan ketersediaan lahan yang 

ada untuk masing-masing teknologi. Hal tersebut membuktikan bahwa 

sebenarnya yang dibutuhkan tidak hanya sekedar bangaimana 

mengimplementasi teknologi resapan air yang sifatnya parsial, kasus per 

kasus. Namun guna mencegah terjadinya krisis air di masa depan, setiap 

kota di Indonesia semestinya sudah mengembangkan sistem peresapan air 

yang di dalamnya bisa saja mengkombinasikan pemanfaatan beberapa 

teknologi resapan air, sehingga didapatkan hasil yang maksimal. 

Selama ini pembangunan peresapan air wilayah perkotaan di 

Indonesia dibangun tanpa merujuk pada satu sistem peresapan air tertentu. 

Akibatnya penerapan peresapan air perkotaan tidak dijalankan secara 

sistematis dan terencana. Menurut Hall (2011), sistem adalah sebuah 
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kelompok dari dua atau lebih komponen yang saling berhubungan atau 

subsistem untuk mencapai tujuan bersama. Sistem adalah suatu jaringan 

kerja dari prosedur – prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama 

– sama untuk melakukan kegiatan atau untuk melakukan sasaran tertentu. 

Pendekatan sistem merupakan jaringan kerja dari prosedur lebih 

menekankan urutan – urutan operasi di dalam sistem (Hutahaean, 2014)30.  

Sistem penyerapan air membutuhkan proses pemantauan, evaluasi, 

dan pengelolaan yang sistematis. Sebelum konstruksi, sistem data 

terintegrasi perlu mengumpulkan informasi tentang: 1) teknologi yang sesuai; 

2) mengidentifikasi sumber investasi dan ke mana dana tersebut 

dialokasikan; 3) desain dan perencanaan; dan 4) mengevaluasi hasil 

potensial termasuk efek jangka panjang dan manfaat bagi daerah setempat. 

Sistem pemantauan jangka panjang harus diterapkan agar metode ini dapat 

dipahami dengan baik. Hasil evaluasi yang tepat dan proses pemantauan 

jangka panjang akan membantu perkembangan pembangunan. Jelas bahwa 

banyak lembaga perlu bekerja sama untuk berbagi data pengelolaan dan 

menghindari konflik tentang tujuan, kebijakan, dan manfaat. 

 

14. Perlunya Regulasi Standarisasi Sistem dan Teknologi Peresapan Air  

Sejauh ini belum ada regulasi di Indonesia yang mengatur standarisasi 

sistem dan teknologi peresapan air yang akan digunakan dan dikembangkan 

melalui pendekatan kewilayahan perkotaan secara terintegrasi 

menggunakan beberapa teknologi pilihan. Standarisasi disebut sebagai 

usaha bersama dalam pembentukan sebuah standar. Standarisasi memiliki 

pengertian proses pembentukan standar teknis, standar spesifikasi, standar 

cara uji, standar definisi, prosedur standar (atau praktik) dan lain-lain. 

Standarisasi bisa menjadi penetapan mutu yang selanjutnya menjadi 

pedoman untuk terpenuhinya keselarasan kuantitas yang bertujuan 

menjamin kualitas produk. 31  

                                                 
30 http://repositori.ukdc.ac.id/47/3/Bab%20II%20Kartika%20Taurisia.pdf diakses pada 4 September 
2022 pukul 20.45 WIB 
31 Victorianus M.H. Randa Puang, 2015, Hukum Pendirian Usaha dan Perizinan, Yogyakarta: CV. 
Budi Utama, 
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Pemerintah, dalam hal ini Kementerian PUPR baru memiliki dua 

teknologi peresapan air yang sudah memiliki sertifikasi SNI, yaitu untuk 

teknologi sumur resapan dan parit resapan. Selain itu, Kementerian PUPR 

juga memiliki regulasi mengatur teknologi Kolam Retensi dan Kolam 

Resapan/Sumur Air Resapan seperti diatur pada Peraturan Menteri PU 

Nomor 12/PRT/M/2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase 

Perkotaan. Selain itu, terdapat juga panduan pengelolaan drainase secara 

terpadu berwawasan lingkungan (ecodrain), yang dibuat oleh Direkorat 

Jenderal Cipta Karya dan memuat beberapa metode memanen dan 

memanfaatkan air hujan untuk penyediaan air bersih, mencegah banjir dan 

kekeringan seperti Penampungan Air Hujan (PAH), Kolam Detensi (On-Site 

Storm Water Detention - OSD), Rawa Buatan (Wetland), Sub-Reservoir Air 

Hujan (s-RAH). 

Teknologi-teknologi tersebut beberapa telah diaplikasikan/diadopsi di 

Indonesia seperti Kolam Retensi dan/atau Kolam Detensi (On-Site Storm 

Water Detention - OSD) yang telah dibangun di Bandar Lampung, Sumatera 

Utara dan Padang, Sumatera Barat. Teknologi Sumur Air Resapan telah 

diaplikasikan di daerah Karanganyar, Jawa Tengah, Jakarta Pusat dan 

Pangkal Pinang. Teknologi Penampungan Air Hujan (PAH) di Pontianak. 

Kemudian ada Rawa buatan yang telah selesai dibangun di Manado, 

Sulawesi Utara, dan Sub-Reservoir Air Hujan (s-RAH) di Riau.  

Sejauh ini regulasi standarisasi teknologi peresapan air yang berlaku 

di Indonesia dirasa masih sangat terbatas dan belum mampu secara efektif 

memperkaya air tanah secara memadai untuk dapat dimanfaatkan sebagai 

sumber air guna menyelenggarakan penyediaan air bersih terorganisir bagi 

masyarakat luas. Fakta menunjukkan baru sekitar 20% penduduk yang 

dilayani oleh Pemerintah Pusat dan Daerah melalui jaringan pipa terorganisir, 

dimana salah satu masalah utamanya adalah ketersediaan sumber air yang 

mencukupi. Kekosongan regulasi yang mengatur tentang kewajiban setiap 

kabupaten/kota untuk merancang dan membangun sistem peresapan air di 

wilayahnya menjadi satu urgensi mengingat bangsa Indonesia perlu 

melakukan pembangunan pengelolaan air yang lebih baik. Pemerintah tidak 

bisa hanya berdiam diri dan hanya sekedar menyalurkan bantuan kepada 
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masyarakat yang terdampak bencana hidrometeorologi yang diakibatkan 

oleh ketidakmampuan dalam mengatur dan mengelola air.  

Dalam taskap ini penulis bermaksud memberikan sumbangan 

pemikiran dan mendorong pemerintah bisa menyusun dan mengesahkan 

regulasi terkait dengan standarisasi sistem peresapan air berbasis 

perkotaan, yaitu Sponge City. Sistem ini dipilih karena memberikan manfaat 

yang besar dan lebih ramah lingkungan serta cukup fleksibel karena didekati 

melalui sistem perkotaan (kewilayahan) dengan fleksibilitas pemanfaatan 

teknologi peresapan air yang sesuai dengan kondisi setempat sehingga 

dapat diterapkan di perkotaan dengan berbagai kondisi tanah, cuaca, suhu 

dan kelembaban secara berkelanjutan.  

Sponge City dikenal sebagai pembangunan sistem air hujan yang 

memiliki dampak rendah terhadap lingkungan. Konsep baru ini bersifat 

spatial dan integratif yang dapat digambarkan sebagai kota yang pintar 

beradaptasi dengan perubahan lingkungan air seperti spons, dan 

mewujudkan migrasi bebas air hujan. Pendekatan Sponge City bersifat 

menyeluruh terhadap sebuah kota dengan mengaplikasikan berbagai 

teknologi peresapan air yang tepat guna. Pada intinya Sponge City adalah 

kota yang 70% areanya mampu menyerap 80% air hujan untuk dimanfaatkan 

kembali oleh penduduknya.  

Misalnya, kota spons dapat menyerap, menyusup, menahan, dan 

memurnikan air saat ada presipitasi eksternal, dan melepaskan air saat 

bagian luarnya kering. Kota spons terdiri dari wetland, hutan, danau, green 

roofs, bioretention, dan permeable pavements. Permeable pavements 

dirancang untuk aktivitas manusia dan transportasi barang. Total luas 

permeable pavements dapat menyumbang sekitar 30% dari wilayah 

perkotaan, termasuk jalan, alun-alun, jalan setapak, hardscape taman, 

lapangan olahraga, dan lain-lain. 

Keberadaan regulasi akan memberikan kepastian hukum. Menurut 

Jan Michiel Otto (2003), kepastian hukum merujuk pada pemberlakuan 

hukum yang tepat, jelas, konsisten dan konsekuen. Selama ini banyak 

pemerintah daerah yang kurang memberikan perhatian pada pentingnya 

untuk membangun sistem peresapan air di wilayah karena belum adanya 
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payung hukum. Saat ada regulasi yang mengatur kewajiban pemerintah 

daerah/kota untuk membangun sistem peresapan air maka tidak ada alasan 

bagi pemerintah setempat untuk tidak menjalankan apa yang diatur oleh 

peraturan perundangan-undangan. Menurut Otto, kepastian hukum 

mendefenisikan pada situasi tertentu yang memenuhi unsur:32 

1) Tersedia aturan-aturan yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh, 

diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara. 

2) Instansi pemerintah menerapkan aturan-aturan hukum tersebut 

secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya. 

3) Warga secara prinsipil menyesuaikan prilaku mereka terhadap 

aturanaturan tersebut. 

4) Hakim peradilan yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-

aturan hukum tersebut secara konsisten. 

5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan 

 

Guna melihat bagaimana Sponge City bisa menjadi satu sistem 

peresapan air yang layak untuk distandarkan penggunaannya oleh kota-kota 

di Indonesia, dilakukan analisis SWOT untuk mengetahui hal-hal yang harus 

diperhatikan baik secara internal maupun eksternal. Menurut Pearce dan 

Robinson (1997), SWOT memiliki empat faktor yaitu kekuatan (Strength) dan 

kelemahan (weakness) intern perusahaan serta peluang (opportunities) dan 

ancaman (threat) dalam lingkungan yang dihadapi perusahaan. Analisis 

SWOT merupakan cara sistematik untuk mengidentifikasi faktor-faktor dan 

strategi yang menggambarkan kecocokan paling baik di antara mereka. 

Analisis ini didasarkan pada asumsi bahwa suatu strategi yang efektif akan 

memaksimalkan kekuatan dan peluang meminimalkan kelemahan dan 

ancaman.33 Adapun analisis SWOT terkait Sponge City yang menggunakan 

tiga metode, yaitu: Permeable pavements, Green roofs, dan Bioretention, 

sebagai berikut: 

a. Kelemahan (Weakness)  

                                                 
32 Soeroso, 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Pt. Sinar Grafika 
33 Pearce Robinson, 1997,Manajemen Stratejik Formulasi, Implementasi dan Pengendalian, 
Jakarta Binarupa Aksara  
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Kelemahan Sponge City merupakan teknologi modern. 

Meskipun sudah lama diterapkan oleh negara-negara maju namun 

belum secara umum digunakan oleh negara berkembang seperti 

Indonesia. Sehingga permasalahan yang umum dihadapi adalah 

persoalan biaya. Dapat kita lihat perbandingan menggunakan atap 

green roofs dengan atap konvensional, harga menggunakan atap 

green roofs sebesar 1.800.000/m2 sedangkan harga atap 

konvensional sebesar 300.000/m2. Green roofs juga membutuhkan 

lapisan drainase khusus untuk mengatasi air meluber sehingga tidak 

terjadi genangan di atap. Dari segi harga terlihat bahwa metode ini 

hampir berkali-kali lipat membutuhkan biaya tambahan ketimbang 

metode atap konvensional. Dari segi kelemahan, untuk green roofs 

sendiri beresiko terjadinya kebocoran. Jika sistem drainase buruk 

maka air akan cenderung tertahan di atap. Sehingga akan terjadi 

kebocoran atau rembesan.  

Meskipun Indonesia kaya akan vegetasi namun tidak semua 

vegetasi yang ada dapat diterapkan pada green roofs. vegetasi yang 

diterapkan harus minim maintenance, tahan cuaca, serta harus 

berakar tunggang. Untuk metode permeable pavements, digunakan 

material yang memiliki pori-pori yang cukup banyak. Hal ini 

memungkinkan akan memperlemah kekuatan struktur material itu 

sendiri. Semakin solid, maka kekuatannya semakin besar. Penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat 15-20% void yang mengakibatkan 

kelemahan struktur. Jika dilihat dari material yang digunakan diatas, 

metode Sponge City mengedepankan rongga-rongga yang terdapat 

pada setiap material mereka. Ini berarti mengurangi daya tekan dari 

setiap material karena tidak adanya elemen perekat yang mengisi 

rongga-rongga.  

Hal ini menjadi permasalahan karena material tersebut 

digunakan sebagai bahan bangunan yang harus teruji kekuatannya. 

Padahal permeable pavement banyak digunakan di gedung-gedung 

krusial, jalan raya, dan trotoar. Untuk material pengisi pori-pori juga 

masih dalam proses riset artinya masih perlu penelitian lebih lanjut 
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untuk mendapatkan material agregat yang tepat dalam 

memperbanyak pori-pori sekaligus mempertahankan kekuatan 

struktural.  

Harga yang ditawarkan material ini lebih mahal daripada 

material konvensional yang digunakan. Pemeliharaan permeable 

pavement juga sangat berbeda. Hal ini menyebabkan rawan 

penyumbatan. Pasir dan partikel halus yang dapat menghalangi ruang 

antara pori-pori sehingga harus dihilangkan menggunakan vakum 

industri. Jika tidak segera dibersihkan, maka air dan polutan akan 

mengalir menggenangi permukaan. Hal ini bertentangan dengan 

tujuan sebelumnya material ini digunakan.  

Metode Bioretention memiliki kelemahan yaitu terdapat pada 

harga yang lebih mahal dari metode konvensional. Selain itu juga tidak 

dapat diterapkan pada lereng tanah yang tinggi. Meskipun dirancang 

untuk kemiringan hingga 20% namun kemiringan yang disarankan 

hanya 5%.  

b. Ancaman (Threats)  

Ancaman yang dihadapi dalam menggunakan metode ini 

adalah akan mendisrupsi industri pembuatan material konvensional. 

Untuk industri yang cepat beradaptasi akan dapat bertahan. Namun 

untuk industri yang lain akan gulung tikar. Hal ini jika tidak diantisipasi 

akan membuat permasalahan baru.  Selain itu kondisi iklim dan cuaca 

yang tidak menentu dan cepat sekali berubah-ubah membuat 

kemungkinan penerapan metode ini tidak begitu efektif. Debit air hujan 

yang terkadang cukup tinggi membuat metode ini dikhawatirkan tidak 

dapat menyimpan sebagian besar limpasan air hujan untuk dialirkan 

ke lapisan air tanah.  

Kebijakan pemerintah terutama aspek finansial juga turut 

menjadi ancaman akan diterapkan metode ini. Jika dibandingkan 

dengan Singapura yang dengan sukses dengan Sponge City, maka 

harus dibandingkan penghasilan GDP dengan Indonesia. Indonesia 

dengan luas total 1905 juta km2 dibandingkan dengan Singapura 

dengan luasan total 728.6 km2 . Pertumbuhan GDP Singapura per Juni 
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2022 mencapai 4.4% jika dibandingkan dengan Indonesia yang hanya 

mencapai 5.4%. Maka itu dengan pendapatan domestik yang cukup 

dan luasan yang relatif kecil, Singapura dapat dengan mudah 

menerapkan metode Sponge City. Persoalan penerapan kebijakan 

juga relatif lebih mudah karena jumlah warga Singapura jauh lebih 

sedikit daripada masyarakat Indonesia. 

Selain itu kurangnya ruang kota yang tersedia dan tingginya 

biaya konstruksi awal juga meningkatkan kompleksitas. Di sisi lain, 

kurangnya penelitian dan pengalaman yang relevan, ketidakstabilan 

kebijakan terkait adalah tantangan yang harus dihadapi. Banyak 

model pengambilan keputusan dan model evaluasi harus 

dikembangkan untuk memecahkan tantangan ini. Model pengambilan 

keputusan dapat digunakan untuk membantu pengalokasian dana dan 

berbagai fasilitas. Model evaluasi secara kuantitatif dapat 

mengevaluasi pengaruh kota spons untuk memberikan referensi untuk 

penerapan selanjutnya.  

c. Kelebihan (Strengths)  

Jika dilihat dari kelebihan dan benefit yang ditawarkan oleh 

metode Sponge City tentunya sangat banyak. Dalam segi efisiensi, 

Sponge City menawarkan penggunaan energi secara minimal 

sehingga tercapai efisiensi sumber daya. Perkerasan permeabel 

membantu dalam mengelola air hujan secara efisien dengan 

membangun kembali keseimbangan hidrologi alami dan mengurangi 

volume limpasan. Teknologi ini melepaskan curah hujan secara 

perlahan di tanah daripada membiarkannya mengalir ke saluran air 

tanah, dimana sebelumnya dibuang ke sungai dan laut secara 

percuma.  

Lebih lanjut, teknologi ini dapat membantu dalam mengurangi 

konsentrasi polutan dalam air hujan dengan tiga cara: secara fisik - 

dengan menjebak mereka di pori-pori pavement, secara kimia - bakteri 

dan mikroba lainnya memecah dan menggunakan polutan, dan secara 

biologis - tanaman yang tumbuh di antara paving blok membantu 

dalam menjebak dan menyimpan polutan.  
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Teknologi green roofs juga berperan penting dalam 

memberikan insulasi yang optimal.  Green roofs melindungi bangunan 

dari sinar UV dan hujan asam. Perbedaan terbesar dan juga paling 

mencolok yang dibuat atap hijau adalah pada tagihan listrik. Green 

roofs bertindak sebagai isolasi alami. Teknologi ini akan menjaga 

panas selama musim kemarau. Green roofs akan menjaga panas di 

dalam rumah dengan mencegah disipasi melalui bahan atap selama 

musim hujan. Akibatnya penggunaan air conditioner dapat 

diminimalisir. Sehingga berujung pada efisiensi penggunaan energi.  

Green roofs memiliki ukuran atau luas lantai yang cukup besar 

dapat dengan mudah digunakan untuk menanam berbagai jenis 

bunga dan sayuran. Bahkan tanaman herbal yang bermanfaat. 

Banyak tumbuhan bernilai obat dapat ditanam di green roofs. 

sehingga memudahkan masyarakat untuk bercocok tanam di tempat 

tinggal mereka sendiri. Material logam, ubin, aspal, genting, batu tulis, 

tidak ada bahan yang menutup sepenuhnya, setidaknya dalam hal 

kebisingan. Lanskap perkotaan sangat bising, terutama jika semakin 

dekat ke pusat kota. Banyak lingkungan yang tidak berada di pusat 

komersial atau perbelanjaan juga bisa sangat bising. Green roofs 

menawarkan pengurangan polusi suara akibat kendaraan dan 

aktivitas perkotaan.  

Metode bioretention memiliki banyak benefit. Bioretention 

sangat ideal untuk lokasi proyek kecil di mana ada kebutuhan akan 

lebih banyak ruang hijau dan alami.  Area ini dapat menghilangkan 

kotoran dan mencapai kualitas air yang diperlukan dan nilai air tanah 

juga. Dari segi desain, bioretention lebih fleksibel sehingga mudah 

untuk diimplementasikan dalam ruang hijau, jalan, strip median, dan 

parkiran. Bioretention memanfaatkan struktur ekosistem hutan asli 

dan proses lanskap untuk meningkatkan kualitas air hujan. Metode ini 

sangat efisien dalam menghilangkan sedimen, logam berat, dan nutrisi 

yang berdampak pada kualitas air. 

Sistem Sponge City seperti halnya dikembangkan di China 

merupakan sistem fleksibel yang dapat dibangun dan dikembangkan 
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menyesuaikan dengan potensi dan kondisi lingkungannya. Proses 

implementasinya bisa dijalankan secara bertahap namun tetap 

dengan perencanaan yang matang agar bisa berkesinambungan. 

Sistem ini juga sangat terbuka dengan kontribusi swasta dan 

masyarakat sehingga beban anggaran pemerintah bisa lebih efisien. 

d. Peluang (Opportunity)  

Kita sudah melihat segala kelebihan dan kekurangan yang 

dimiliki oleh berbagai teknologi Sponge City. Meskipun terdapat 

kekurangan dan ancaman, metode ini memiliki banyak peluang. 

Sponge City memberikan peluang untuk pelaku kebijakan agar dapat 

berbenah pada sistem drainase. Seperti contoh kasus negara 

Singapura, sebelum menerapkan sistem Sponge City, Singapura 

memperbaiki sistem drainase mereka hingga 3 kali. Hal ini sebagai 

pondasi awal penerapan sistem ini. Jika sistem drainase sudah cukup 

baik, maka kedepannya akan lebih mudah dalam penerapannya. 

Namun jika sistem drainasenya tidak baik, maka akan terjadi luber air 

di permukaan.  

Selain itu penerapan Sponge City memerlukan SDM yang 

kompeten baik dalam ranah penelitian maupun praktisi. Hal ini menjadi 

peluang untuk meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Dengan 

adanya Sponge City, Indonesia tidak memerlukan sistem penjernihan 

air seperti yang diterapkan pada SPAM Mookervart yang 

menggunakan teknologi Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) dan 

Reverse Osmosis (RO) yang pastinya akan menggunakan energi 

yang besar dalam pengoperasiannya. Indonesia terkenal dengan 

kekayaan sumber daya alam, tentu saja bahan baku material dapat 

dengan mudah didapat.  

Untuk bahan baku aspal saja, Indonesia tercatat menyimpan 

80% cadangan aspal di dunia. Meskipun tidak masuk dalam 10 besar 

perusahaan semen dunia, namun industri semen cukup banyak yang 

berkiprah di tanah air. Hal ini menyebabkan Indonesia tidak perlu 

melakukan impor terhadap pembuatan material permeable karena 

bahan bakunya sudah tersedia.  



42 

 

 
 

Fakta bahwa regulasi penerapan sistem dan teknologi 

peresapan air yang berlaku saat ini lebih pada persyaratan penerapan 

beberapa sistem dan teknologi tertentu membuka peluang bagi 

penerapan regulasi peresapan air perkotaan yang berbasis pada 

wilayah perkotaan. Regulasi standarisasi Sponge City atau Kota Busa 

yang bersifat kewilayahan dapat dijadikan panduan dan persyaratan 

bagi seluruh Pemerintah Kota dan Kabupaten di seluruh Indonesia. 

Dengan regulasi ini maka Indonesia berpeluang memperkaya air 

tanah nya untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakatnya secara 

maksimal, mencegah land subsidence, dan mencegah banjir. Lebih 

jauh lagi, melalui kolaborasi dengan pihak swasta maupun masyarakat 

dapat dilakukan untuk dapat memenuhi capaian dari green economy 

yaitu inklusivitas, rendah emisi dan efisiensi sumber daya. 

 

15. Penerapan Sistem dan Teknologi Sponge City guna Mendukung 

Ekonomi Hijau 

Standarisasi sistem peresapan air melalui adopsi sistem Sponge City 

dianggap sebagai pendekatan inovatif dan revolusioner yang dapat 

mengatasi tidak hanya permasalahan air perkotaan tetapi juga meningkatkan 

kondisi ekologi dan mengurangi iklim yang tidak stabil. Hal ini lebih 

menguntungkan daripada pendekatan konvensional. Sponge City telah 

ditemukan memiliki nilai yang besar untuk ketahanan perkotaan. Terlepas 

dari banyak manfaatnya, tantangan untuk pembangunan Sponge City tetap 

ada dan Indonesia perlu belajar dari konsep dan perkembangan serupa di 

negara-negara yang telah berhasil menerapkannya.  

Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat kaya dan sebagian 

besarnya merupakan resource yang dibutuhkan dalam penerapan konsep 

Sponge City (aspal, semen, agregat). Meskipun begitu penelitian lebih lanjut 

tetap diperlukan untuk membangun model komputerisasi yang komprehensif 

untuk desain Sponge City, mengidentifikasi langkah-langkah teknis yang 

tepat termasuk sistem bioretensi, dan atap hijau. Hal ini sangat mungkin 

diterapkan di setiap daerah perkotaan. Penting juga untuk meningkatkan 

koordinasi lintas birokrasi pemerintah melalui pembentukan sistem database 
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Sponge City dan jaringan ke negara tetangga untuk berbagi pengalaman 

untuk menghasilkan model Sponge City skala besar yang sukses.  

Pemetaan dan penelitian dalam aspek kondisi tanah, curah hujan 

setiap daerah penting dilakukan dalam hal penerapan permeable pavements. 

Sebagai contoh sifat material yang tidak memiliki kekuatan struktural jika 

dibandingkan dengan beton solid, seharusnya diletakkan di jalan kelas II dan 

III dimana maksimal muatan hingga 8 ton. Permeable material tidak 

diperuntukkan bagi jalan tol atau jalan tempat melintas truk-truk bermuatan 

besar. Begitu juga dengan desain bangunan. Permeable material tidak 

direkomendasikan untuk bangunan-bangunan bandara atau bangunan 

berstruktur besar lainnya. Sehingga dapat dimaksimalkan untuk material 

penggunaan trotoar, lahan parkir, jalan kecil, jalan arteri primer lainnya. 

Strategi dan kebijakan perkotaan yang berfokus pada promosi Sponge 

City ini memainkan peran penting dalam mengembangkan kota yang lebih 

sehat, tangguh, dan berkelanjutan di era perubahan iklim dan perkembangan 

urbanisasi. Saat ini Sponge City sedikit demi sedikit telah diterapkan di tanah 

air. Salah satunya di Batam. Batam menggunakan teknologi Sponge City 

atau LID (Low Impact Development). LID diterapkan dalam konsep hidrologi 

yaitu pengurangan luas area kedap air, memperpanjang waktu dan alur aliran 

hujan, menahan dan menampung air hujan.  

Hingga saat ini Sponge City telah menjadi salah satu konsep 

pembangunan nusantara dan dianggap sebagai salah satu solusi dari 

permasalahan air yang ada di Indonesia. Berdasarkan cuaca dan iklim, 

Indonesia dan Singapura berada pada iklim tropis dengan suhu berkisar 

antara 23-32 derajat celcius. Kelembaban udara di Singapura dan Indonesia 

cukup tinggi yaitu diatas 80%. Curah hujan juga cukup tinggi yaitu diatas 2000 

mm per tahunnya. Untuk komponen tanah antara Singapura dan Indonesia 

hampir serupa yaitu pasir, tanah liat, dan lumpur.  Sehingga jika dilihat secara 

keseluruhan, kondisi fisik tanah di Indonesia sama dengan di Singapura. Jika 

Singapura dapat menerapkan Sponge City dengan baik maka Indonesia juga 

bisa memanfaatkannya. 

Sponge City mengedepankan tahap-tahap baru dalam penyerapan 

air, antara lain: infiltrasi, retensi, pemurnian, penguapan, dan drainase. Hal 
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ini diterapkan pada sistem dan bahan-bahan perkerasan yang digunakan 

sebagai material perkerasan di perkotaan. Antara lain Permeable Pavements 

dan Green Infrastructure. Sistem yang berjalan harus memiliki konsep 

menahan air selama mungkin kemudian mengalirkannya ke lapisan air tanah. 

Oleh karena itu alur air dari mulai turun hujan hingga masuk ke dalam lapisan 

tanah, material yang digunakan harus memiliki standar pori-pori dan bersifat 

permeabel. Sistem kerja dari material ini adalah jika terdapat air di 

permukaan, maka material ini akan menghisap dan memurnikan air dari 

kontaminasi debu dan kotoran. Kemudian air selanjutnya dialirkan ke dalam 

tanah, sisanya air ditahan.  

Pada saat tidak ada air di permukaan, maka air yang telah ditahan 

tersebut diuapkan ke atmosfer. Permeabel material dahulu hanya diproduksi 

dalam bentuk batu bata. Namun saat ini sudah berkembang menjadi 

bermacam-macam material perkerasan antara lain beton aspal permeabel, 

beton semen permeabel, dan bahan permeabel yang menggunakan polimer. 

Batuan dengan permeabilitas tinggi menjelaskan bahwa susunan batu 

tersebut memiliki rongga pori yang cukup banyak.  

Sebuah penelitian yang dilakukan di Surakarta menunjukkan bahwa 

sifat permeabilitas sebuah material berbanding lurus dengan porositasnya. 

Hal ini menunjukkan makin optimal rongga udara yang dimiliki oleh sebuah 

material semakin besar kemampuan dalam menyerap air. Namun hal ini tidak 

berarti jika porositas tinggi menandakan sifat permeabel juga tinggi. Porositas 

merupakan sebuah pori-pori. Pori-pori tersebut harus terhubung satu sama 

lain agar dapat membuka sebuah jalan untuk udara dan cairan agar dapat 

melewatinya.   

a. Permeable Pavement 

Permeable pavement merupakan sebuah teknologi pengembangan 

material bangunan yang bertujuan meningkatkan infiltrasi air hujan 

untuk pemurnian air tanah dan pasokan air perkotaan. Beberapa studi 

menyatakan bahwa permeable pavement merupakan metode Sponge 

City yang efektif untuk mencegah banjir dan limpasan air ke laut 

dibandingkan dengan metode yang lain.  

1) Beton Aspal Permeabel. 
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Beton Aspal yang bersifat permeabel harus memiliki rongga 

udara lebih dari 20% setelah dilakukan pemadatan. Untuk 

dapat mempertahankan rongga dan meningkatkan performa, 

beton aspal dicampur dengan berbagai contoh material : 

tempurung kelapa, sabut kelapa, limbah industri besi. Beton 

Aspal Permeabel meminimalisasi penggunaan pasir agar 

material tersebut memiliki banyak rongga sehingga 

meningkatkan sifat porositas.  

 

 sumber : Journal of Cleaner Production   

Gambar 1. Beton Aspal Permeabel 

 

2) Beton Semen Permeabel.  

Beton semen permeabel merupakan material dengan rongga 

udara antara 15%-30%. Beton semen permeabel terdiri dari 

semen portland dan agregat kasar. Untuk meningkatkan 

performa dari material ini beberapa upaya salah satunya 

ditambahkan superplasticizer dan material bersifat kohesif 

sehingga meningkatkan kemampuan kerja dan kekuatan beton 

itu sendiri. Agregat kasar yang digunakan termasuk batu 

gamping dan dolomit. Material ini cocok diterapkan di kawasan 

pesisir pantai karena memiliki sifat tahan abrasi. Material ini 

pertama kali diterapkan di Inggris pada tahun 1970. Hingga saat 

ini diterapkan di negara-negara maju. Tahun 2000, Cina 

mengembangkan material ini secara masif untuk pembangunan 

gedung-gedung krusial. Material ini dikembangkan dengan 
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tidak mencampur komponen pasir di dalamnya.   

 

         sumber : Journal of Cleaner Production 

Gambar 2. Beton Semen Permeabel 

  

3) Bata Permeabel.  

Batu bata permeabel yang umum digunakan adalah batu bata 

beton permeabel, keramik bata permeabel, bata trotoar, batu 

bata lainnya. Batu bata ini diklasifikasikan berdasarkan agregat 

yang mengikatnya. Bata permeabel berbasis pasir 

menggunakan pasir yang tidak dibakar sebagai agregat. bata 

beton permeabel menggunakan serpihan batuan sebagai 

agregat dan semen sebagai penyatu. Batu bata permeabel 

pada saat ini dikembangkan menggunakan material daur 

ulang34.  

 

 

sumber : Journal of Cleaner Production  

                                                 
34 https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2021.127022 diakses pada 31 Agustus 2022 pukul 20.10 WIB 
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Gambar 3. Bata Permeabel 

  

b. Green Infrastructure  

Green infrastructure dalam metode Sponge City dapat 

diimplementasikan secara luas antara lain solusi desain yang 

melibatkan alam dalam elemen-elemennya. Antara lain : kolam 

detensi, sistem infiltrasi, saluran filter, sengkedan, dan wetlands. Lebih 

rinci, green infrastructure dijabarkan lewat dua aspek yaitu Green 

roofs dan Bio-retention.  

1) Green Roofs.  

Green roofs dibangun untuk ditutupi vegetasi dan/atau tanaman 

hijau. Hal ini bertujuan untuk mengurangi limpasan air hujan, 

mengurangi efek panas daerah perkotaan, mengurangi 

konsumsi energi, meningkatkan kualitas udara dan air, 

meningkatkan habitat satwa liar dan kehidupan tanaman, 

mendorong kegiatan rekreasi melalui kawasan hijau. Green 

roofs terdiri dari 5 komponen utama yaitu membran kedap air, 

lapisan sistem drainase, membran filter, tanah, dan tanaman. 

Setiap lapisan perlu adanya penyesuaian terhadap kondisi fisik 

dan iklim kota dimana akan diaplikasikan. Ada 4 jenis green roof 

antara lain : intensive, semi intensive, multi-course extensive, 

dan single-course extensive. Benefit dari penggunaan green 

roofs adalah untuk mendukung hidrologi alam dan lingkungan.  

 

 

2) Bioretention.  

Bio retensi dikenal dengan nama bio filter atau taman hujan. 

Sistem ini memiliki lima komponen menyeluruh antara lain 

lapisan drainase, lapisan transisi, zona terendam, media filter, 

dan lapisan penahan. Setiap lapisan dalam sistem bioretensi 

dibangun sesuai dengan karakteristik area tertentu. Hal ini 

membantu menyaring air hujan yang tercemar dan 

menghilangkan kotoran melalui proses biologis menggunakan 
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tanaman aktif dan lapisan lempung berpasir. Sistem ini 

dianggap solusi yang layak dalam upaya pengelolaan air hujan 

yang berkelanjutan. Sistem bioretensi berpotensi mengatur 

kualitas air dan mengendalikan polusi air.  

 

sumber : Journal of Cleaner Production 

Gambar 4. Bio Retention 

 

Fungsi utama dari sistem bioretensi adalah untuk menyaring 

polutan dan nutrisi berlebih. Kelebihan nutrisi ini biasanya 

berasal dari pupuk dan terutama terdiri dari nitrogen, fosfor, 

dan kalium atau NPK. Nutrisi ini dapat menyebabkan ganggang 

mekar jika dibiarkan di dalam air, dan oleh karena itu 

menyaringnya melalui bio-media dan vegetasi membantu 

memberikan kualitas air yang lebih baik. 

Sistem bioretensi juga membantu pengendalian kualitas air, 

konservasi air, dan peningkatan fasilitas. Mereka dapat 

memberikan pengendalian banjir; namun, ini sering terbatas 

terutama karena ukurannya yang kecil. Aplikasi paling umum 

dari sistem bioretensi adalah untuk memulihkan limpasan 

perkolasi di dasar media filter menggunakan underdrain 

berlubang untuk dibuang ke saluran air yang tersedia. Air juga 

dapat diarahkan ke penyimpanan untuk potensi penggunaan 

kembali di masa depan. 
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Ada 3 tipe bioretention yaitu Street tree bioretention pits, 

Bioretention swales and Bioretention basins atau raingardens. 

Sistem yang paling umum diterapkan adalah swale dan 

cekungan. Mereka dapat dipasang pada berbagai skala 

misalnya sebagai kotak penanam lanskap, di lanskap jalan 

yang terintegrasi dengan lalu lintas, dan di taman pinggiran 

kota. Dalam aplikasi yang lebih besar, swale dapat 

ditempatkan di hulu cekungan.  

• Street Tree Bioretention Pits. Merupakan lubang 

pemipaan kecil yang dimasukkan ke dalam lanskap 

pohon yang berada di jalanan. Mereka menerima aliran 

air dari daerah jalan kedap air yang berdekatan satu 

sama lain. Sistem ini perlu memungkinkan pertumbuhan 

akar yang cukup dan dirancang untuk memiliki 

kedalaman yang substansial antara saluran masuk dan 

keluar. 

• Swale Bioretention. Merupakan aplikasi skala jalan dari 

cekungan bioretensi. Swale menyediakan fungsi 

pengolahan dan pengangkutan air hujan. Desain swale 

menyediakan pemeliharaan air hujan untuk 

menghilangkan sedimen kasar dan sedang di bagian 

atas sementara sistem bioretensi menghilangkan 

partikel yang lebih halus dan kontaminan terlarut. 

• Bioretention Basin/Rain Garden. Cekungan bioretensi 

atau rain garden beroperasi dengan proses pengolahan 

swale yang sama, namun, mereka tidak termasuk fungsi 

pengangkutan. Alurnya adalah air dibiarkan 

menggenang sementara di cekungan sebelum meresap 

melalui vegetasi kemudian dilakukan penyaringan media 

menuju ke arah pipa. 

 

Penerapan standarisasi Sponge City akan membawa dampak positif 

bagi pembangunan ekonomi hijau. Sponge City akan membawa adopsi 
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terhadap teknologi peresapan air menerapkan prinsip green technology yang 

di mana teknologi tersebut menerapkan prinsip efisiensi energi untuk 

mencegah dampak terhadap lingkungan dalam hal ini dampak dari emisi 

karbon yang dihasilkan. Sebagai contoh dampak pengurangan emisi dari 

penerapan teknologi hijau ini, yaitu sistem peresapan air dapat meningkatkan 

kualitas tanah, sehingga kemungkinan tanaman untuk dapat bertahan 

khususnya pada musim kemarau dapat meningkat. Hal ini dapat berdampak 

pada meningkatnya pertumbuhan tanaman sebagai penyerap CO2 di udara. 

Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon tertuang dalam 

UU No. 71 Tahun 2021 dan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 yang 

menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca di Indonesia, sekitar 

29% dengan upaya sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada 

tahun 2030. Indonesia menetapkan target Net Zero Emission pada tahun 

2060 atau lebih cepat jika mendapat dukungan internasional.35 

Edukasi masyarakat mengenai pentingnya low carbon harus dilakukan. 

Dengan menggunakan Sponge City, pemerintah dan masyarakat tidak perlu 

repot menggunakan sistem penjernihan air yang berbasis energi listrik. 

Akhirnya, penilaian ekonomi dari praktik Sponge City yang menyoroti seluruh 

manfaat siklus hidup dan risiko kegagalan harus dilakukan untuk 

meningkatkan pengetahuan dan keterampilan pihak pemerintah maupun 

swasta. Sehingga dapat meningkatkan kesediaan mereka untuk mendukung 

penerapan Sponge City dan fitur-fitur keberlanjutannya. 

Penerapan Sponge City terhadap seluruh perkotaan di Indonesia juga 

dipercaya akan memperkaya air tanah untuk dapat dioleh oleh PAD daerah 

menjadi sumber air bersih dan mengurangi kebutuhan penjernihan air yang 

berbiaya mahal dan berenergi besar. Penerapan sistem penampungan air 

hujan, penggunaan air dari Instalasi Pengolahan Air yang memiliki carbon 

footprint yang tinggi dapat berkurang. Sehingga, dengan diterapkannya 

sistem ini, emisi karbon dapat berkurang.  

                                                 
35 https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3917/ekonomi-hijau-dan-pembangunan-rendah-karbon-
mendorong-pertumbuhan-ekonomi-dan-meningkatkan-kesejahteraan-sosial diakses pada tanggal 
10 Oktober 2022 pukul 21.30 WIB 
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Penerapan Sponge City juga akan memungkinkan PAM Daerah untuk 

membangun jaringan air bersih terorganisir sehingga mengurangi kebutuhan 

masyarakat untuk membuat sumur dan pompa air secara mandiri. Hal ini 

tentu meningkatkan efisiensi sumber daya air di Indonesia. Sebagai bagian 

pengembangan ekonomi hijau maka sistem resapan dan pengelolaan air 

perlu mengedepankan prinsip berkelanjutan, infrastruktur air dan akses ke 

pasokan yang aman, andal, dan terjangkau, pelayanan air dan sanitasi yang 

memadai akan meningkatkan standar hidup, memperluas ekonomi lokal, dan 

mengarah pada penciptaan pekerjaan yang lebih layak dan sosial yang lebih 

besar penyertaan.  

Berdasarkan hasil survey dari Kementrian Kesehatan Republik 

Indonesia, jenis sarana air untuk keperluan minum yang utama yang paling 

banyak digunakan oleh rumah tangga di Indonesia adalah air isi ulang 

(31,1%), disusul sumur gali terlindungi (15,9%) dan sumur bor/pompa (14,1). 

Sementara itu untuk keperluan selain minum, jenis sarana air yang paling 

banyak digunakan oleh rumah tangga di Indonesia adalah sumur bor/pompa 

dengan persentase 30.9%36. Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan 

jaringan air pipa yang disediakan baik pemerintah maupun swasta, baru 

dapat melayani 20,29% rumah tangga nasional. Penerapan system 

peresapan air akan membantu Pemerintah menjalankan kewajibannya 

memenuhi hak ekonomi sosial masyarakatnya dala memenuhi kebutuhan air 

bersih ke rumah-rumah. Hal ini tentunya sekaligus melaksanakan efisiensi 

sumber daya air. 

Pengelolaan air yang berkelanjutan juga pendorong penting 

pertumbuhan hijau dan berkelanjutan. Air dalam ekonomi hijau berfokus pada 

peluang sosio-ekonomi yang diberikan oleh pengelolaan air yang tepat untuk 

pembangunan sosial dan ekonomi, juga menjaga ekosistem air. Kekurangan 

air selalu identik dengan kemiskinan di wiyah tersebut. Salah satu poin 

ekonomi hijau adalah memperkuat pengelolaan lingkungan dan 

meningkatkan barang dan jasa lingkungan. Peresapan air dapat membantu 

untuk mengurangi biaya yang besar dalam penanggulangan bencana yang 

                                                 
36 Dr. Joko Irianto, SKM, M.Kes, “STUDI KUALITAS AIR MINUM RUMAH TANGGA DI 
INDONESIA” (Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, 2020). 
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berpotensi terjadi. Tindakan preventif mengurangi potensi bencana 

merupakan salah satu bentuk dari penerapan ekonomi hijau di mana dapat 

menekan kerusakan lingkungan dengan tetap mempertahankan tingkat 

pertumbuhan ekonomi yang cepat. Hasilnya adalah perekonomian yang lebih 

kuat dengan kesejahteraan yang lebih besar untuk lebih banyak orang.  

Salah satu poin utama ekonomi hijau adalah adalah inklusifitas 

masyarakat yang terlibat dalam aspek perekonomian yang dibangkitkan dari 

pendekatan ini. Oleh sebab itu, sistem Sponge City harus dibangun dengan 

melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Regulasi penerapan Sponge 

City terhadap seluruh Perkotaan di seluruh Indonesia akan mendorong dunia 

usaha lokal, usaha rumah tangga dan masyarakat untuk memproduksi 

berbagai teknologi peresapan air di pekarangan tempat tinggalnya dengan 

spesifikasi dan standar teknologi sudah ditetapkan untuk diintegrasikan ke 

dalam sistem Sponge City. Hal ini membuat pilihan teknologi resapan air 

yang melibatkan masyarakat harus dipilih jenis dan teknologi yang mudah 

diaplikasikan oleh masyarakat. Material untuk produksi teknologi dapat 

diperoleh dari toko material setempat, seperti material untuk pembuatan 

sumur resapan sederhana (ijuk, pasir, pecahan batu). Penerapan sistem 

Sponge City diyakini dapat membantu pemerintah untuk mencapai 4,4 juta 

peluang kerja hijau (green jobs) baru hingga tahun 2030 yang diperkirakan 

akan berkontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar Rp 600 

triliun.37 

Kebijakan pemerintah berupa regulasi sangat berpengaruh bagi 

kelangsungan penerapan konsep ini. Pemerintah dapat berkolaborasi baik 

dengan pihak swasta dan masyarakat. Kolaborasi dengan pihak swasta 

dalam hal peluncuran material yang bersifat permeable untuk selanjutnya 

diadaptasi pada proyek-proyek pemerintah. Masyarakat sekitar dapat 

berkontribusi dalam pengumpulan material daur ulang seperti batu gamping, 

sabut dan batok kelapa yang nantinya akan digunakan sebagai bahan 

alternatif agregat pengisi pori-pori permeable pavement. 

                                                 
37 https://www.republika.co.id/berita/r6zs4j349/ekonomi-hijau-miliki-banyak-potensi-namun-
terkendala-pendanaan diakses pada tanggal 10 oktober 2022 pukul 22.00 WIB 



53 

 

 
 

Modal alam diperlakukan sebagai faktor produksi yang penting dan 

menjadi penentu peningkatan kesejahteraan penduduk. Transisi ke 

kesepakatan hijau baru harus dilakukan dengan inklusi luas dan adaptasi 

program penghijauan ekonomi dengan kondisi regional dan lokal. Tujuan 

utama dari transisi ini adalah untuk memperkuat perubahan yang mengarah 

pada transisi dari model ekonomi tradisional ke model ekonomi hijau yang 

memberikan dampak adanya pertumbuhan ekonomi, tingkat pendapatan 

yang lebih tinggi dan manfaat ekonomi lainnya dengan tetap menjaga 

kelestarian lingkungan dan inklusi sosial.
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BAB IV 

PENUTUP 

16. Simpulan  

Pemerintah perlu melakukan mitigasi terhadap ancaman krisis air yang 

semakin intens disuarakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). 

Sebagai negara kelima pemilik sumber air terbesar secara global dan untuk 

mendukung pembangunan ekonomi hijau, pemerintah perlu membenahi 

manajemen dan tata kelola air yang dimilikinya. Buruknya manajemen air di 

Indonesia telah membuat krisis air semakin banyak terjadi di berbagai 

wilayah di Indonesia pada musim kemarau. Sebaliknya, di musim hujan, 

sejumlah kota besar di Indonesia seperti Jakarta, Semarang, Surabaya 

hingga Medan mengalami bencana banjir yang terus berulang. 

Salah satu yang mendesak untuk dibenahi adalah sistem dan teknologi 

peresapan air. Usulan PBB guna mengoptimalkan pemanfaatan air tanah 

guna mengatasi krisis air, memerlukan upaya konservasi air yang handal, 

sehingga pengambilan air tanah bisa dijalankan secara berkelanjutan. Bagi 

Indonesia yang berada di wilayah beriklim tropis, upaya konservasi air dapat 

dilakukan dengan sistem peresapan air guna mengoptimalkan air hujan untuk 

mengisi kembali air tanah.  

a. Penerapan peresapan air di Indonesia selama ini dilakukan secara 

parsial melalui 11 teknologi peresapan air dan belum didekati melaui 

sistem peresapan air perkotaan secara terintergrasi.  

Setiap teknologi memiliki kriteria teknis yang berbeda-beda 

sehingga harus disesuaikan dengan karakteristik tanah dan kondisi 

lingkungannya. Dari 11 teknologi peresapan air tersebut, baru dua 

teknologi yaitu sumur resapan dan parit resapan, yang sudah dilakukan 

standarisasi. Ketiadaan standarisasi menjadi hambatan terkait sejauh 

mana tingkat efektifitas fungsi peresapannya.  

Berdasarkan hasil kajian penulis, persoalan belum optimalnya 

pengembangan peresapan air di Indonesia sesungguhnya bukan 

sekedar masalah standarisasi teknologi resapan. Implementasi 

pembangunan peresapan air Indonesia masih dilakukan secara parsial 
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sehingga dampak yang dihasilkan menjadi tidak optimal. Indonesia 

membutuhkan lebih dari sekedar standarisasi teknologi peresapan air. 

Guna mendapatkan hasil yang optimal dalam mengembangkan 

peresapan air secara nasional, Indonesia membutuhkan sistem 

peresapan air yang mengintegrasikan tata kelola peresapan air berbasis 

kewilayahan.   

b. Regulasi standarisasi sistem peresapan air berbasis perkotaan 

diperlukan guna mengikat pemerintah kabupaten/kota untuk 

mengimplementasikan sistem peresapan air tersebut di daerah 

masing-masing agar tercapai tujuan pengeloaan air secara nasional. 

Penulis berpendapat, sistem peresapan Sponge City dimana 70% 

areanya mampu menyerap 80% air hujan untuk dimanfaatkan 

penduduknya menjadi pendekatan inovatif dan revolusioner untuk 

mengatasi tidak hanya permasalahan air perkotaan serta meningkatkan 

kondisi ekologi dan mengurangi ketidakstabilan iklim. Hal ini jauh lebih 

berdayaguna daripada pendekatan konvensional.  

Hasil analisa SWOT menunjukan bahwa Sponge City sangat 

mungkin diterapkan di setiap daerah perkotaan di Indonesia. Sistem 

Sponge City, seperti halnya banyak dibangun dan terus dikembangkan di 

China, memiliki fleksibilitas yang tinggi serta bisa dikembangkan secara 

bertahap dan berkesinambungan hingga didapatkan sistem peresapan 

air yang optimal. Penerapan sistem sponge city sebagai satu standar 

sistem peresapan air perkotaan di Indonesia memerlukan payung hukum.  

Keberadaan regulasi penting untuk menjaga konsistensi dan 

komitmen pemerintah daerah dalam membangun, mengembangkan dan 

mengelola sistem sponge city di daerahnya. Regulasi juga menjadi alat 

kontrol yang membantu penerapan hukum secara terpadu. Dengan 

legalitas tersebut, aparat dapat bertugas untuk menjaga standar agar 

dapat dilaksanakan di seluruh daerah perkotaan di tanah air. 

c. Penerapan sistem sponge city di seluruh perkotaan di Indonesia 

secara berkesinambungan akan mendukung ekonomi hijau melalui 

inklusifitas ekonomi, penurunan emisi karbon dan efisiensi sumber 

day air.  
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Hal ini karena implementasi sponge city akan ikut berkontribusi 

pada penurunan emisi dan perdagangan karbon berkat berbagai efisiensi 

yang dihasilakan. Standarisasi sponge city mampu meningkatkan 

efisiensi sumber daya air, membuka peluang daerah untuk menambah 

potensi pendapatan daerah melalui penyediaan pipanisasi air bersih 

untuk warganya. Selain itu, standarisasi sistem sponge city akan 

membuka peluang usaha bagi dunia usaha dan masyarakat luas karena 

memanfaatkan berbagai teknologi peresapan air yang menggunakan 

bahan baku lokal. 

 

17. Rekomendasi 

Berdasarkan paparan di atas, sejumlah rekomendasi konkrit yang dapat 

disampaikan kepada pihak-pihak terkait, antara lain:  

a. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) 

bekerja sama dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) dan Badan 

Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyusun standarisasi sistem 

dan teknologi peresapan air.  

Penyusunan standarisasi tersebut perlu dimulai dari pengumpulan 

data riset terkait dengan karakteristik dan struktur tanah, struktur geologi, 

kondisi lingkungan hingga nilai curah hujan dari setiap kabupaten/kota 

yang ada di Indonesia. Langkah ini dilanjutkan penetapan rekomendasi 

jenis teknologi peresapan air yang bisa digunakan setiap daerah, berikut 

spesifikasi teknisnya, untuk dibakukan ke dalam Peraturan Menteri 

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 

b. Kementerian PUPR bersama dengan BRIN melakukan kajian dan 

studi kelayakan secara lebih komprehensif untuk memberlakukan 

sistem Sponge City di setiap wilayah perkotaan di Indonesia.  

Jika hasil kajian mengonfirmasi bahwa sistem ini memiliki 

kelayakan, langkah tersebut dilanjutkan dengan menyusun dan 

mengusulkan regulasi setingkat Peraturan Pemerintah atau Peraturan 

Presiden yang mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk 

membangun sistem Sponge City yang aturan detilnya diatur lebih lanjut 

melalui Peraturan Menteri PUPR. 



 

 
 

57 

c. Kementerian PUPR dengan Kementerian Perindustrian menyusun 

dan merumuskan standar pengadaan material infrastruktur Sponge 

City dan memastikan industri dalam negeri khususnya industri 

rakyat mampu untuk menyiapkan dan memproduksi produk-produk 

tersebut dengan mutu yang baik dan memanfaatkan bahan baku 

lokal dan SDM lokal.  

Sejumlah produk teknologi sponge city yang segera bisa dipenuhi 

oleh industri lokal di masing-masing daerah seperti produk permeable 

pavement dan bioretention bisa dijadikan program unggulan partispasi 

masyarakat lokal. 
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Tabel  SWOT Sponge City 

 

Strength 

• Dapat meresapkan air hujan 
secara maksimal 

• Merupakan material ramah 
lingkungan karena tidak 
membutuhkan banyak energi 
dalam aplikasinya 

• Mengurangi panas pada 
bangunan 

• Memperindah tampilan fasad 
pada bangunan 

• Berfungsi sebagai peredam 
suara 

• Melindungi bangunan dari 
sinar UV dan hujan asam 

• Menjaga kualitas udara 

• Penghapusan kelebihan nutrisi 
atau NPK pada sistem 
bioretention 

• Biaya seringkali merupakan 
modal dan biaya pemeliharaan 
yang lebih rendah daripada 
sistem perawatan eksklusif 
alternatif lainnya 

• Bioretention – mereka bekerja 
dalam berbagai kondisi iklim, 
tanah dan air tanah. Mudah 
diintegrasikan ke dalam hal 
perawatan 

• Sistem bioretensi efektif 
menghilangkan sedimen dan 
logam berat  

• untuk bioretention hemat 
space karena menggunakan 
dimensi yang kecil 

 

Weakness 

• Perlu proses Research and 
Development 

• Biaya cukup mahal 

• Adanya pengeluaran untuk 
biaya maintenance  

• Untuk Green roofs resiko 
akan kebocoran atap lebih 
besar 

• Kekuatan struktur pada 
material permeable lemah 
karena mengandung 15-
20% void 

• Masih memerlukan tahap 
research and Development 
terkait dengan campuran 
agregat yang efisien dan 
memiliki kekuatan struktur 
yang maksimal 

• Tidak semua jenis tanaman 
cocok untuk ditanam di 
green roofs. 

• Bioretention terkadang 
menarik jentik-jentik 
nyamuk 

 

Opportunity 

• Campuran agregat dapat 
semakin dikembangkan salah 
satunya dengan material daur 

Threats 

• Keterbatasan material 
sehingga perlu impor dari 
luar negeri 



 

 

 

ulang 

• Promosi akan metode ini 
cukup tinggi sehingga 
penyediaan material akan 
mudah untuk ditemukan 

• Menjadi peluang untuk 
membenahi sistem drainase di 
Indonesia 

• Meningkatkan kualitas SDM 
terutama dalam bidang 
pengolahan dan penyimpanan 
air tanah 

 

• Pemanasan Global yang 
dapat membuat teknologi 
tersebut tidak efektif 

• Cuaca yang tidak menentu 
yang memungkinkan debit 
air tinggi sehingga masih 
terjadi limpasan air hujan 
yang tidak tertampung 

• Keterbatasan SDM baik di 
bidang pengetahuan 
maupun praktisi 

• Kebijakan yang tidak stabil 

• Keterbatasan Finansial 

• Stakeholder lain (pihak 
swasta, masyarakat 
setempat) yang bersifat 
apatis 

 

  

 

  



 

 

 

RIWAYAT HIDUP PESERTA PPRA LXIV 
 
 

 
A. Data Pribadi    

Nama : Dr. Ir. Heru Dewanto, S.T., M.Sc. 

                                          (Eng)., IPU., ACPE., APEC Eng. 

Tempat/Tgl Lahir : Yoyakarta, 21 April 1967 

Jabatan : Dosen Tetap  

Instansi : Universitas Pertahanan RI 

Agama : Islam 

Alamat Email : dewanto21@yahoo.com 

 
B. Pendidikan Umum 

1. SDN 01 Jakarta         

2. SMPN 03 Jakarta        

3. SMAN 03 Jakarta        

4. S1 / UNIVERSITAS GADJAH MADA     

5. S2 / UNIVERSITAS LEEDS INGGRIS     

6. S3 / UNIVERSITAS INDONESIA       

       

C. Pendidikan Khusus 

1. UNIVERSITAT INNSBRUCK AUSTRIA     

2. SWEDRAIL SWEDIA       

3. PSPPI ITB BANDUNG       

 
 
D. Pengalaman Jabatan 

1. DOSEN TETAP UNIVERSITAS PERTAHANAN 

2. KETUA UMUM PERSATUAN INSINYUR INDONESIA   

3. PRESIDEN DIREKTUR PT CIREBON POWER   

4. KOMISARIS UTAMA PT AIRMAS ILTHABI TEKNOLOGI   

 

 

 



 

 

 

E. Data Keluarga 

1. Nama Istri : Ir. Emiliana Indri Eryolanda 

2. Nama Anak : Ganesha Tristan Dewanto 

 
 
 

 
 

 

Jakarta,      Oktober 2022 
 
 
 
 
 
 

Dr. Ir. HERU DEWANTO, S.T., M.Sc. (Eng)., IPU., ACPE., APEC Eng 
Nomor Peserta: 043 


